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Buku ini lahir dari kegelisahan yang sederhana, tetapi mendasar: mengapa hukum
keluarga, khususnya hukum keabsahan anak, kerap kehilangan rasionalitas justru ketika ia
paling dibutuhkan untuk melindungi yang lemah? Dalam praktik, hukum tidak jarang tampil
rapi secara formal, tetapi gagal menjawab keadilan substantif. Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah contoh paling nyata dari paradoks tersebut.

Selama puluhan tahun, norma ini diterima hampir tanpa perlawanan, seolah-olah
keabsahan anak memang secara niscaya harus digantungkan sepenuhnya pada keabsahan
perkawinan. Padahal, ketika norma itu diuji dalam praktik peradilan dan dihadapkan pada
realitas sosial, yang muncul justru ketidakpastian hukum, disparitas putusan, dan kekeliruan
konseptual yang berdampak langsung pada nasib anak. Dalam titik inilah buku ini mengambil
sikap: cara berpikir hukum keluarga Indonesia sedang bermasalah dan perlu dikoreksi secara
serius.

Buku ini tidak ditulis untuk sekadar menambah literatur, apalagi mengulang
argumentasi normatif yang sudah mapan. Tujuan utamanya adalah meluruskan konstruksi
hukum keabsahan anak yang terjebak dalam legalisme perkawinan serta membuka kembali
ruang penalaran hukum yang lebih rasional, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Buku ini
secara sadar menolak anggapan bahwa kepastian formal selalu identik dengan keadilan,
terlebih ketika yang dikorbankan adalah hak dan martabat anak.

Dalam kerangka itu, buku ini membangun argumen melalui tiga jalur utama. Pertama,
menempatkan fikih klasik dan kontemporer sebagai sumber evaluasi normatif untuk
menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam tidak pernah menyempitkan penetapan nasab pada
keabsahan formal perkawinan semata. Kedua, menguji secara kritis Pasal 42 Undang-Undang
Perkawinan melalui praktik peradilan agama, untuk memperlihatkan bagaimana norma yang
rigid justru mendorong penalaran yang inkonsisten dan problematik. Ketiga, menawarkan
rekonstruksi hukum dengan pergeseran paradigma dari marriage-determinative model menuju

child-protective corrective model sebagai kerangka yang lebih rasional dan adil.



Buku in1 memiliki batas yang jelas. Ia tidak dimaksudkan sebagai kajian sosiologis
murni tentang keluarga, tidak pula sebagai studi psikologis tentang anak. Fokus buku ini
adalah konstruksi normatif dan penalaran hukum, dengan titik tekan pada relasi antara norma,
fikih, dan praktik peradilan. Pembatasan ini disengaja agar kritik dan tawaran rekonstruksi
dapat disampaikan secara tajam dan bertanggung jawab.

Kontribusi yang diharapkan dari buku ini bukan sekadar pembaruan rumusan norma,
tetapi perubahan cara berpikir. Hukum keluarga tidak cukup dipertahankan dengan dalih
kepastian formal jika ia terus memproduksi ketidakadilan substantif. Buku ini ditujukan bagi
akademisi hukum, hakim, mahasiswa, dan pembuat kebijakan—terutama mereka yang masih
percaya bahwa hukum bukan sekadar sistem aturan, melainkan instrumen rasional untuk
menegakkan keadilan. Sebelum menutup pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Kami mengucapkan
terima kasih kepada Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A., Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum., Prof.
Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I, M.Hum, dan Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H, dosen-dosen
penulis yang memberikan ulasan dan saran konstruktif untuk penulisan buku ini. Tak lupa juga,
penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa, kesabaran, dan dukungan
moral yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan studi ini. Ayah Alm. Muhammad
Topan Nasution yang telah meninggal dunia pada saat menjelang seminar proposal disertasi
ini, Umak Tioras Lubis, mertua Zulhamdi Nasution dan Dahliana Lubis, serta seluruh saudara
kandung dan ipar penulis, juga untuk keponakan-keponakan. Teristimewa kepada istri tercinta,
Dr. Juliana Nasution, M.E, azimat untuk menyelesaikan buku ini, kesabaran dan ketekuannya
tidak ada duanya, serta kedua buah hati kami, Raih Ashdaq Nasution dan Syihan Asykar
Nasution, ruh kehidupan kami.

Akhirnya, buku ini ditulis dengan satu harapan sederhana: agar hukum keluarga
Indonesia berhenti menempatkan anak sebagai korban dari kekakuan norma dan mulai
menempatkannya sebagai subjek hukum yang utuh, bermartabat, dan layak dilindungi secara

rasional dan adil.

Medan, Januari 2026

Penulis



Kata Pengantar Editor

UMSU Press menyambut baik buku Krisis Rasionalitas Hukum Keluarga: Rekonstruksi
Hukum Keabsahan Anak di Indonesia Persfektif Fikih. Hak anak banyak terkuak dalam buku
ini. Kesalahan yang dilakukan oleh orang tua dalam memandang perkawinan dapat merugikan
anak di masa depan. Betapa anak harus dipikirkan kehidupan terbaiknya di dunia dan akhirat.

Belum banyak buku yang membahas tentang hak anak. Banyak buku pernikahan yang
tersebar, namun kelanjutan dari pernikahan ini mengenai anak tidaklah banyak yang
membahas. Dengan adanya buku ini, memberitahu kepada masyarakat, khususnya kepada
muda-mudi bahwa pernikahan itu sebenarnya penuh dengan tanggung jawab yang harus
dipikul dunia dan akhirat. Harus matang dalam melangkah. Islam telah menggerbangi aturan
pernikahan dengan hati-hati agar mudamudi tidak masuk dalam langkah yang salah, hingga
akhirnya anak yang dirugikan.

Selamat kepada tiga orang penulis buku ini yaitu Muhammad Idris Nasution, M.H.,
Prof. Dr. Mhd Syahnan, M.A., dan Dr. Fauziah Lubis, M.Hum., yang telah berhasil membuat
karya besar ini. Buku ini akan dibutuhkan untuk banyak orang dalam menghargai pernikahan

dan mengembalikan pernikahan pada tempatnya yang mulia.

Medan, Februari 2026

Editor



PROLOG
Keabsahan Anak dan Krisis Rasionalitas
Hukum Keluarga

Prolog ini menempatkan persoalan keabsahan anak sebagai pintu masuk untuk
membaca krisis rasionalitas hukum keluarga di Indonesia. Krisis rasionalitas itu sangat terang
diperlihatkan pada norma dan praktik keabsahan anak; bagaimana hukum negara bekerja
secara legalistik, berpegang pada kepastian formal perkawinan, tetapi abai terhadap keadilan
substantif bagi subjek yang tidak memiliki kesalahan normatif. Kontestasi makna Pasal 42
Undang-Undang Perkawinan, disparitas putusan peradilan, dan lahirnya kategorikategori
ambigu seperti anak biologis menunjukkan bahwa hukum kehilangan koherensi internalnya.
Anak berada dalam situasi absurd: diperlakukan sebagai pihak yang menanggung akibat dari

cacat hukum yang sepenuhnya berada di luar kendalinya.

A. Anak Menghadapi Absurditas Hukum

Keabsahan anak dalam hukum Islam berkaitan langsung dengan konsep hifz al-nasl
sebagai salah satu maqasid syari‘ah yang menempatkan pemeliharaan keturunan dan kejelasan
asalusul anak sebagai tujuan fundamental hukum. Status keabsahan anak tidak hanya bersifat
simbolik. Dalam Al-Figh Al-Manhaji ditegaskan bahwa nasab merupakan dasar yang sangat
penting bagi berbagai ketentuan hukum yang beragam, seperti ketentuan waris, perkawinan,
perwalian, wasiat, dan lain sebagainya.'! Yusuf hamid Al-‘Alim juga menegaskan pertalian
nasab kepada ayah dipandang sebagai ahamm al-huqiiq bagi anak karena menjadi dasar
pengakuan sosial, perlindungan hukum, dan jaminan kesejahteraan.”? Oleh karena itu,
pengaturan hukum keabsahan anak semestinya berorientasi pada perlindungan anak sebagai
subjek hukum yang tidak memiliki kontrol atas kondisi kelahirannya.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap keabsahan anak diakomodasi

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 42, Pasal

! Mustafa al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, Al Figh Al Manhaji Ala Madzhabi As Syafi'l, Jilid IV
(Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), hlm. 215.

2Yusuf Hamid Al-Alim, Al-Magqashid Al->’Ammah Li Asy-Syari’ah Allslamiyyah (Riyadh: International Islamic Publishing
House, 1994). him. 438.



43, dan Pasal 44, yang kemudian juga diadopsi oleh Pasal 99 dan Pasal 100 KHI.* Namun,
ketentuan-ketentuan tersebut mengatur persoalan keabsahan anak secara sangat singkat dan
bertumpu pada satu asumsi normatif utama, yakni bahwa keabsahan anak ditentukan secara
determinatif oleh keabsahan formal perkawinan orang tuanya. Konstruksi ini merefleksikan
pendekatan legal-formalistik yang menyederhanakan relasi antara perkawinan dan status anak,
serta mengabaikan kompleksitas realitas hukum keluarga yang berkembang di masyarakat.
Problem normatif ini semakin mengemuka pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 yang mengubah ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan
mengenai hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah
biologisnya.> Meskipun putusan tersebut dimaksudkan untuk merespons perkembangan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan perlindungan anak, putusan ini justru memunculkan polemik
berkepanjangan 6 akibat ketidakjelasan makna frasa “anak di luar nikah” dan “hubungan
perdata”.7 Ambiguitas ini tidak hanya menimbulkan perbedaan pendekatan legal-formalistik
yang menyederhanakan relasi antara perkawinan dan status anak, serta mengabaikan
kompleksitas realitas hukum keluarga yang berkembang di masyarakat.

Problem normatif ini semakin mengemuka pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 yang mengubah ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan
mengenal hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah
biologisnya. 5 Meskipun putusan tersebut dimaksudkan untuk merespons perkembangan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan perlindungan anak, putusan ini justru memunculkan polemik

berkepanjangan® akibat ketidakjelasan makna frasa “anak di luar nikah” dan “hubungan

3 Dapat dilihat pada Bab IX tentang kedudukan anak, mulai dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Pasal 42 ditentukan
bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 43 ayat (2) menyebutkan
kedudukan anak luar kawin kawin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi hingga saat ini belum ada wujud peraturan
dimaksud. Pengaturan paling belakangan yang dapat dirujuk adalah Kompilasi Hukum Islam, terbit pada tahun 1991, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

4 Pasal 99 KHI adalah “a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang
sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Anak sah pada huruf a tidak berbeda dengan pengaturan Undang-Undang
Perkawinan. Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibunya.”

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan “ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” .

¢ Menurut Nurlaelawati dan Huis resistensi terhadap pembaruan hukum ini antara lain disebabkan belum teradaptasinya
konsep tersebut ke masyarakat. Menurut mereka pengenalan konsep-konsep eksternal, seperti anak di luar nikah, ke dalam hukum
keluarga Muslim memerlukan proses adaptasi. Menggantikan konsep-konsep tersebut sepenuhnya akan dianggap mengancam
karakter keagamaan hukum dan akan menghadapi resistensi yang kuat. Nurlaelawati, E, and S C Van Huis, ‘The Status of Children
Born out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions between Islamic, Adat, and Human Rights Norms’, Journal
of Law and Religion, 2019.



perdata”.” Ambiguitas ini tidak hanya menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan
akademisi dan lembaga keagamaan, tetapi juga berdampak langsung pada praktik peradilan,
terutama dalam penentuan status anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama,
namun tidak tercatat atau dari perkawinan yang cacat secara hukum agama (nikah fasid atau
batil).3

Berbagai upaya harmonisasi telah dilakukan untuk merespons polemik tersebut. Majelis
Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 berusaha menjembatani putusan
Mahkamah Konstitusi dan fikih dengan memperkenalkan mekanisme tanggung jawab lelaki
terhadap anak hasil zina melalui sanksi ta‘zir dan wasiat wajibah.? Di sisi lain, lingkungan
Peradilan Agama melalui forum-forum internal, seperti Rapat Kerja Nasional Tahun 20121°
dan Rapat Koordinasi Tahun 2019,!" merumuskan berbagai pedoman yang pada praktiknya
melahirkan terminologi baru seperti “anak biologis”. Namun, fragmentasi respons normatif ini
justru memperlihatkan ketiadaan satu konstruksi hukum yang konsisten dan komprehensif
mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau tidak dapat disahkan.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam praktik peradilan. Penelusuran terhadap
putusan-putusan Pengadilan Agama menunjukkan disparitas yang signifikan dalam penetapan

status anak, mulai dari pengabulan sebagai anak sah, anak biologis, penolakan permohonan,

7 M Marilang, ‘Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of
Constitutional Court Decree No. 46/PuuViii/2010 in the Perspective of ...”, Journal of Indonesian Islam, 2016 .; Rohmawati,
Rohmawati, and Ahmad Rofiq. "Legal reasonings of religious court judges in deciding the origin of children: a study on the
protection of biological children’s civil rights." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 21.1 (2021): 1-20.

8 Chatib Rasyid berpendapat bahwa anak dari pernikahan tidak tercatat digolongkan sebagai anak di luar nikah, berbeda
dengan anak yang lahir dari hubungan tanpa nikah adalah anak hasil zina. Dengan demikian, menurut beliau, ada tiga macam status
anak, yaitu: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak
yang lahir tanpa ikatan perkawinan. Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany, Perlindungan Hukum Terhadap
Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2023). him. 166. Sedangkan mengenai frasa “hubungan perdata”
terdapat juga perbedaan interpretasi. Misalnya, dalam Hasil Rakor Peradilan Agama tahun 2019 dinyatakan bahwa hubungan perdata
di sini hanya pada ruang lingkup kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal) dan wasiat
wajibah. Pendapat hakim MK sendiri di luar persidangan, antara lain Achmad Sodiki menjelaskan bahwa hak perdata dalam putusan
terkait hak kemanusiaan anak. Lihat: https://www.nu.or.id/nasional/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hakkemanusiaan-Uj4ek

® Chatib Rasyid berpendapat bahwa anak dari pernikahan tidak tercatat digolongkan sebagai anak di luar nikah, berbeda
dengan anak yang lahir dari hubungan tanpa nikah adalah anak hasil zina. Dengan demikian, menurut beliau, ada tiga macam status
anak, yaitu: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak
yang lahir tanpa ikatan perkawinan. Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany, Perlindungan Hukum Terhadap
Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2023). hlm. 166. Sedangkan mengenai frasa “hubungan perdata”
terdapat juga perbedaan interpretasi. Misalnya, dalam Hasil Rakor Peradilan Agama tahun 2019 dinyatakan bahwa hubungan perdata
di sini hanya pada ruang lingkup kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal) dan wasiat
wajibah. Pendapat hakim MK sendiri di luar persidangan, antara lain Achmad Sodiki menjelaskan bahwa hak perdata dalam putusan
terkait hak kemanusiaan anak. Lihat: https:/www.nu.or.id/nasional/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hakkemanusiaan-Ujdek >.

10 Rapat Kerja Nasional Peradilan Agama Tahun 2012 di Manado menekankan untuk menerapkan pendapat Mazhab Hanafi
terhadap anak hasil zina, di mana ia berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya.

! Pada Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun 2019 di Jakarta, “hubungan perdata” dalam putusan MK disesuaikan
dengan Fatwa MUI, namun terkait terminologi anak zina tidak diikuti dalam rumusan hukum Rakor ini, di mana Rakor ini
memberikan alternatif bagi pengadilan agama untuk menetapkan seorang anak sebagai anak biologis, sekaligus menetapkan
kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya.



hingga pernyataan tidak dapat diterima (Tabel). Disparitas ini menunjukkan bahwa ketentuan
hukum keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan belum berfungsi sebagai norma
yang hidup (living law), melainkan sekadar sah secara yuridis tanpa mampu memberikan
kepastian dan keadilan. Dalam terminologi teori hukum, kondisi ini menandakan kegagalan
norma memenuhi dimensi sosiologis dan filosofisnya, sehingga berpotensi melahirkan apa

yang disebut sebagai “hukum mati”.'?

Tabel 1. Putusan Pengadilan Agama Perkara Asal Usul Anak

No. Putusan Amar Putusan
1 630/Pdt.P/2023/PA.Mr Mengabulkan sebagai anak
2 355/Pdt.P/2023/PA. TA Mengabulkan sebagai anak biologis
3 436/Pdt.P/2023/PA.Bm Mengabulkan sebagai anak
4 581/Pdt.P/2023/PA.Wtp Mengabulkan sebagai anak biologis
5 547/Pdt.P/2023/PA.Tgrs N.O (Tidak menerima permohonan)
6 410/Pdt.P/2023/PA.Bjm N.O (Tidak menerima permohonan)
7 207/Pdt.P/2023/PA.Pwk Mengabulkan sebagai anak biologi
8 218/Pdt.P/2022/PA.Kds Mengabulkan sebagai anak biologi
9 243/Pdt.P/2023/PA.Smn N.O (Tidak menerima permohonan)
10 | 299/Pdt.P/2023/PA.Mdn N.O (Tidak menerima permohonan)
11 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby Mengabulkan sebagai anak sah

12 | 34/Pdt.P/2023/PA.Kbj Mengabulkan sebagai anak sah

13 152/Pdt.P/2023/PA Kra N.O (Tidak menerima permohonan)
14 | 30/Pdt.P/2022/PA.Kbj Mengabulkan sebagai anak biologis
15 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn Mengabulkan sebagai anak biologis
16 | 182/Pdt.P/2022/PA.TDN Mengabulkansebagai anak biologis
17 122/Pdt.P/2023/PA.Btm N.O (Tidak menerima permohonan)
18 | 87/Pdt.P/2023/PA.Rap Mengabulkan sebagai anak sah

19 105/Pdt.P/2023/PA.Kis Mengabulkan sebagai anak sah

20 | 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh Menolak permohonan (anak tidak sah)
21 83/Pdt.P/2023/PA Kis Mengabulkan sebagai anak sah

12 Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Malang: Literasi Nusantara, 2020).




22 | 50/Pdt.P/2018/PA.Bitg Menolak permohonan (anak tidak sah)
23 | 60/Pdt.P/2023/PA.MTK Mengabulkan sebagai anak biologis
24 | 62/Pdt.P/2023/PA.Slk Mengabulkan sebagai anak biologis
25 | 40/Pdt.P/2017/PA.Bky Menolak permohonan (anak tidak sah)

Sumber: Diolah penulis, putusan diambil dari Direktori Putusan MA (2024).

Secara konseptual, problem keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan tidak
berhenti pada kekosongan atau ketidakjelasan norma, tetapi mengandung pertengkaran teoretis
yang lebih mendasar. Di satu sisi, hukum positif menganut model marriage-determinative,
yang menggantungkan status anak sepenuhnya pada legalitas formal perkawinan. Di sisi lain,
berkembang tuntutan normatif untuk menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi
terlepas dari cacat hukum yang tidak ia ketahui dan tidak ia sebabkan. Pertentangan ini
merepresentasikan konflik antara legal validity dan moral justice, antara kepastian formal
norma dan keadilan substantif bagi anak.

Pertengkaran teoretis ini menjadi semakin tajam ketika dibandingkan dengan
perkembangan hukum keluarga di berbagai negara muslim, yang secara eksplisit mengakui
penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid atau hubungan syubhat, seperti Qanun Al-
Ahwal Asy-Syakhshiyyah Kuwait Nomor 61 Tahun 1991, Nomor 29 Tahun 2004, dan Nomor
66 Tahun 2007,'3 Qanun Al-Usrah Qatar Nomor 22 Tahun 2006,'* Majallah Al-Ahwal Asy-
Syakhshiyyah Tunisia Tahun 2018.!> Bahkan pernah pula diadopsi dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 597 K/AG/2015 tanggal 30 September 2015.!® Apabila ditelusuri dalam
khazanah fikih Islam, seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, Al-Figh Al-Islami wa
Adillatuh,!” juga tidak ditemukan doktrin yang menjadikan keabsahan perkawinan sebagai
syarat mutlak penetapan keabsahan anak. Fikih justru mengenal konstruksi yang lebih
berlapis, dengan membedakan secara tegas antara hubungan seksual yang dikualifikasikan

sebagai zina dan hubungan seksual yang terjadi dalam perkawinan yang rusak, cacat, atau batal

13 Kementerian Kehakiman Kuwait, Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah (Kuwait: Kementerian Kehakiman, 2011).

14 Pemerintah Qatar, Qanun Al-Usrah (Qatar: Pemerintah Qatar, 2006).

15 Republik Tunisia, Majallah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah (Tunisia: Republik Tunisia, 2018).

16 Dalam pertimbangan hukum putusan ini dinyatakan bahwa menurut hukum Islam, penetapan asal usul anak atau
penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa
memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

17 Dalam penulusuran penulis, ditemukan pada jilid VIII di beberapa halaman, antara lain ditegaskan pada halaman 686
bahwa kedudukan pernikahan fasid dalam penetapan nasab sama dengan kedudukan pernikahan yang sah untuk sebagai bentuk
kehati-hatian untuk keberlangsungan kehidupan anak dan pemeliharaannya. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fikih Al Islamy Wa Adilatuhu,
Jilid VIII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), him. 686!



karena sebab-sebab hukum tertentu, seperti pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-
Mugni.!® Fakta ini menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara konstruksi hukum
keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan rasionalitas hukum Islam yang justru
menjadi basis normatif peradilan agama.

Dengan demikian, problem kajian ini tidak semata-mata berkaitan dengan
ketidaklengkapan norma, tetapi menyangkut kegagalan paradigma pengaturan keabsahan anak
yang terlalu berorientasi pada perkawinan dan mengabaikan posisi anak sebagai subjek tanpa
kesalahan. Fokus berlebihan pada keabsahan formal perkawinan telah menyebabkan anak
menanggung konsekuensi hukum dari cacat normatif yang sepenuhnya berada di luar
kontrolnya, termasuk pembatasan hak-haknya yang merupakan kebutuhan daririyyat.'
Pembatasan hak ini nyata terjadi, misalnya dalam SEMA Nomor Nomor 03 Tahun 2023,° hak
anak sah disetarakan dengan hak anak zina. Kondisi ini tidak hanya problematik secara yuridis,
tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan perlindungan anak yang
diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum modern.

Kajian dalam buku ini berpijak pada tesis bahwa konstruksi hukum keabsahan anak
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—yang menggantungkan
status sah anak secara determinatif pada keabsahan perkawinan orang tuanya—merupakan
konstruksi normatif yang legalistik, tidak rasional, dan problematik secara moral, karena
membebankan akibat hukum dari cacat atau kegagalan perkawinan kepada anak sebagai
subjek hukum yang sama sekali tidak memiliki peran, kehendak, ataupun kesalahan normatif
dalam terjadinya perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang cacat secara hukum atau batal tidak dapat diperlakukan

sebagai subjek yang menanggung konsekuensi yuridis dari peristiwa hukum yang berada

18 Dalam penelusuran penulis, doktrin hokum ini ditemukan pada halaman 354 jilid IX. Ibnu Qudamah membedakan status
keabsahan anak yang lahir dari perkawinan fasid dan perkawinan batil. Anak yang lahir dari perkawinan fasid dinasabkan kepada
kepada ayahnya, sedangkan anak yang dilahirkan pada perkawinan batil tidak dinasabkan kepada ayahnya. Qudamah

19 Misalnya, dalam Hasil Rakor Peradilan Agama tahun 2019 dinyatakan bahwa “Interpretasi “hubungan perdata” dalam
putusan MK yang tidak melanggar norma agama adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan
hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal), b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia
melalui wasiat wajibah. Tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam (vide Fatwa MUI).” Dapat juga
dilihat, misalnya, dari pendapat hakim-hakim MK sendiri di luar persidangan, antara lain Achmad Sodiki menjelaskan bahwa hak
perdata adalah regulasi yang mengatur hak dan tanggung jawab seseorang terhadap individu lainnya. Dalam keputusan pasal anak
di luar pernikahan, hubungan ini berkaitan dengan hak kemanusiaan anak. Hak perdata bisa mencakup klaim terhadap pihak lain
seperti kompensasi, baik berupa harta maupun non-harta, pemenuhan kewajiban tertentu, bantuan, perhatian, bimbingan, biaya
hidup. Lihat: https://www.nu.or.id/nasional/mkhubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan-Uj4ek

20 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 19 - 21 November 2023 di Hotel Intercontinental
Bandung, yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil
perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari
pewaris.”



sepenuhnya di luar kendali dan tanggung jawab moralnya. Berbeda dengan konstruksi
Undang-Undang Perkawinan, fikih klasik dan fikih kontemporer justru menunjukkan
rasionalitas hukum yang lebih protektif dengan tidak menjadikan keabsahan perkawinan
sebagai syarat mutlak penetapan keabsahan anak, sepanjang terdapat relasi perkawinan faktual
dan para pihak tidak mengetahui kecacatan itu. Oleh karena itu, buku ini menegaskan perlunya
rekonstruksi hukum keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dengan memisahkan
secara tegas antara cacat hukum perkawinan dan status keabsahan anak, sehingga hukum tidak
lagi menghukum anak atas kesalahan normatif yang bukan miliknya, melainkan berfungsi
melindungi kepentingan terbaik anak secara adil, rasional, dan bermartabat.

Berdasarkan kondisi tersebut, buku ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum
keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan menitikberatkan pada Pasal 42
sebagai norma kunci yang selama ini luput dari kajian kritis. Rekonstruksi ini dilakukan
melalui analisis fikih kontemporer sebagai kerangka evaluatif, dengan tujuan membangun
model keabsahan anak yang tidak lagi bersifat marriage-determinative, melainkan berorientasi
pada perlindungan anak dan keadilan moral. Dengan pendekatan ini, buku ini diharapkan
mampu menawarkan pembaruan konseptual hukum keabsahan anak yang selaras dengan
maqasid syari‘ah, prinsip tanggung jawab hukum, dan kebutuhan kepastian hukum dalam
praktik peradilan agama di Indonesia.

B. Kontestasi Makna Pasal 42 UU Perkawinan

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan sering diperlakukan sebagai norma yang
sederhana dan final. Padahal, dalam praktik penalaran hukum, ketentuan ini justru menjadi
medan kontestasi normatif yang tajam. Perbedaan konstruksi hukum terhadap frasa
“perkawinan yang sah” tidak hanya menghasilkan variasi penafsiran, tetapi melahirkan
konsekuensi hukum yang berlawanan secara diametral terhadap status anak, hak-hak
keperdataannya, dan arah perlindungan hukum yang diberikan negara. Dengan demikian,
Pasal 42 tidak bekerja sebagai norma yang stabil, melainkan sebagai teks terbuka yang
diperebutkan maknanya oleh berbagai rezim penafsiran.

Ragam konstruksi hukum terhadap Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan
menunjukkan bahwa norma mengenai keabsahan anak tidak memiliki makna normatif yang
tunggal dan stabil. Perbedaan penafsiran tersebut tidak hanya mencerminkan pluralitas
pendekatan metodologis, tetapi telah berkembang menjadi kontestasi makna normatif, masing-

masing model penafsiran mengklaim legitimasi untuk menentukan status hukum anak dan



konsekuensi keperdataannya. Kontestasi ini semakin menguat pasca-Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka ruang koreksi terhadap norma positif,
tetapi sekaligus melahirkan ketegangan antara pendekatan tekstual, sistematis, dan nilai-nilai
keadilan substantif.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."
Ketentuan ini menjadi dasar legalitas status anak dalam hukum Indonesia dan memiliki
implikasi langsung terhadap hak-hak anak, seperti nasab, waris, nafkah, dan hubungan perdata
lainnya. Interpretasi ataupun konstruksi hukum terhadap pasal ini telah banyak dilakukan, baik
oleh kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, termasuk hakim dalam putusannya, tetapi
melahirkan model hukum yang berbeda-beda satu sama lainnya, terutama pascaterbitnya
Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010. Dalam sub-bab ini akan dipaparkan tentang konstruksi
hukum yang telah terbentuk selama ini.

Konstruksi hukum yang banyak dilakukan terhadap Pasal 42 ini adalah interpretasi
gramatikal atau pendekatan tekstual. Interpretasi gramatikal adalah metode penafsiran hukum
yang menitikberatkan pada makna kata-kata dan kalimat dalam suatu peraturan perundang-
undangan, sesuai dengan tata bahasa dan struktur linguistik yang digunakan. Interpretasi ini
dilakukan dengan memahami arti literal atau harfiah dari teks hukum sebagaimana tertulis,
tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial, sejarah, atau tujuan pembentukan undang-
undang. Dalam pendekatan tekstual, Pasal 42 menggunakan istilah "perkawinan yang sah"
sebagai syarat mendasar. Melalui interpretasi gramatikal, kata "perkawinan yang sah"
dipahami berdasarkan arti literalnya, tetapi terdapat dua model dalam pendekatan ini: Model
pertama menginterpretasikan “perkawinan yang sah” dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan saja yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum
agama dan kepercayaannya. Dengan cara ini, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat
dapat dianggap sebagai anak sah jika perkawinan orang tuanya sah secara agama. Model ini
mengikuti pertimbangan dua Putusan MK, yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan
Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan
oleh agama, sedangkan pencatatan perkawinan hanya persoalan administratif.

Model ini juga diikuti oleh hakim dalam Putusan Nomor 597 K/AG/2015, yang

menyatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah meskipun tidak tercatat, dan anak yang lahir



dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak sah.?! Model kedua menginterpretasikan
“perkawinan yang sah” dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang
Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum agama dan dicatatkan.
Dengan cara ini, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah, sesuai
dengan makna harfiah dari ketentuan tersebut, antara lain pendapat Chatib Rasyid,?? pendapat
Toha Maarif,® pendapat Nurul Hak,** dan pendapat hakim dalam Putusan Nomor 329
K/AG/2014.% Model konstruksi hukum ini mengikuti pandangan progresif untuk
mendudukkan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan dalam konteks kontemporer yang
sangat membutuhkan pencacatan sebagai legalisasi perkawinan.?® Penguatan kedudukan
pencatatan perkawinan ini menjadi dasar untuk menolak pengesahan anak hasil perkawinan
sir1 yang tidak dicatatkan. Tampaknya inilah yang menjadi alasan Rumusan Hukum Kamar
Agama dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2023, yang mendudukkan anak kandung dari hasil
perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan seperti layaknya
bukan anak yang sah sehingga dalam kewarisan hanya berhak atas wasiat wajibah.

Berdasarkan model interpretasi ini, maka terhadap status hukum anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak sah dilakukan konstruksi hukum lainnya berupa argumentum a
contrario. Berangkat dari model interpretasi kedua di atas, maka mereka memahami bahwa
anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, padahal sah secara agama, mereka
termasuk dalam kategori anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pemahaman ini, Putusan MK terkait
Pasal 43 ini adalah mengenai anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat; anak-anak inilah
yang tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Sementara berdasarkan model interpretasi pertama, anak yang dilahirkan dalam

perkawinan yang sah secara agama meskipun tidak tercatat adalah anak sah. Konstruksi hukum

2l Nurhadi. "The dualism of the Supreme Court’s decisions on the position of non-marital child." Jurnal Hukum dan
Peradilan 8.2 (2019): 228-254.

22 Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam
Putusan Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2023).

23 Toha, (2023). Kedudukan Anak Di Luar Nikah.

24 Hak, (2018). Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah.

25 Nurhadi. The dualism of the Supreme Court’s decisions.

26 Windiani menegaskan bahwa hukum agama dan hukum negara merupakan satu kesatuan yang harus ditaati (QS. 4:59)
karena tidak ada dikotomi di antara keduanya. Perkawinan yang sah dan resmi tercermin dalam akta perkawinan yang memberikan
kepastian hukum. Windiani, Arovah. "No Matter The Religion Is, The Marriage Should Be Valid And Officially Registered."”
Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016. Vol. 1. No. 1. 2017. Sementara Arifuddin menegaskan
juga bahwa pencatatan perkawinan menurut hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan, antara lain keabsahan hukum bagi
ikatan suami istri. Arifuddin, Qadriani. "Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic
Principles.” Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat 24.2 (2024): 317-328.



secara argumentum a contrario terhadap norma ini melahirkan beberapa model pandangan
hukum. Model pertama bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah
secara agama, seperti perkawinan yang fasid dan syubhah, termasuk dalam kategori anak yang
tidak sah. Namun, ia tergolong pada Pasal 43 dengan menginterpretasi frasa “di luar
perkawinan™ secara restriktif, sehingga berdasarkan Putusan MK, mereka tetap memiliki
hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Model ini sangat banyak diiikuti, termasuk
oleh model interpretasi kedua di atas, mereka juga menggolongkan anak yang lahir dari
perkawinan tidak tercatat, karena menganggapnya fasid, sebagai anak yang dilahirkan di luar
perkawinan. Model ini membatasi makna “di luar perkawinan” dengan mereka yang
melangsungkan perkawinan tetapi tidak memenubhi syarat.

Model kedua menginterpretasi “di luar perkawinan” sebagai hubungan tanpa adanya
perkawinan. Hirawan, misalnya, mengemukakan bahwa Pasal 43 ini juga mencakup anak yang
lahir dari perzinaan ataupun perkosaan.?’ Pendapat serupa dikemukakan oleh Marilang bahwa
Pasal 43 hasil judicial review sebagaimana diputus oleh MK itu mengenai anak hasil zina.?®
Sehingga wajar ia mendapatkan resistensi dari masyarakat luas, termasuk oleh MUI yang
mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina karena dianggap bertentangan
dengan hukum Islam. Kalau norma tersebut hanya menyangkut anak yang dilahirkan dari
perkawinan tidak tercatat semata, tentu tidak akan mendapatkan resistensi yang sangat besar.

D1 luar berbagai model konstruksi hukum tersebut, terdapat model konstruksi hukum
yang melakukan pendekatan sistematis terhadap Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang
Perkawinan. Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran hukum yang mencoba
memahami suatu ketentuan hukum dengan mengaitkannya pada keseluruhan sistem hukum
yang berlaku, termasuk hubungan antara pasal-pasal dalam undangundang yang sama atau
dengan peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa makna suatu
norma hukum selaras dengan kerangka hukum secara keseluruhan, sehingga tidak
menimbulkan kontradiksi antaraturan.

Model pertama adalah dengan menekankan asas hukum liability by fault, bahwa seorang
tidak melakukan kesalahan apapun dalam kelahirannya, yang harus bertanggung jawab
seharusnya adalah orang yang melakukan kesalahan, maka mereka melakukan contra legem

terhadap Pasal 42 UndangUndang Perkawinan dengan mengacu padal Pasal 28

¥ Hirawan, (2017). Status Anak Diluar Perkawinan yang Sah.
28 Marilang, M. (2016). Legal Relationship Between lllegitimate Children and Their Biological Father:



UndangUndang Perkawinan yang secara tegas juga mengatakan bahwa batalnya suatu
perkawinan tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan darinya. Model
kedua dalam pendekatan sistematis ini adalah dengan mengaitkan pemahaman Undang-
Undang Perkawinan ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti
mengaitkannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada Pasal 25
ayat (2) menegaskan, “Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar
perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.”?

Dalam konteks penemuan hukum, Pasal 42 dapat diinterpretasikan melalui pendekatan
hermeneutik, yang mencoba menggali maksud di balik teks hukum dengan
mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai universal. Dalam memahami
kedudukan anak perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat; hukum tidak dapat
diseragamkan di berbagai daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antara daerah mayoritas
muslim dan daerah minoritas muslim. Dalam nuansa fikih, norma Undang-Undang
Perkawinan tidak jarang ditinggalkan oleh masyarakat dengan mengembalikannya kepada
doktrin fikih. Fenomena ketika masyarakat mengesampingkan aturan perundang-undangan
formal untuk kembali ke aturan adat atau fikih Islam yang mereka pahami dapat dijelaskan
melalui beberapa teori hukum, seperti pluralisme hukum. Fenomena ini menjadi tawaran
beberapa akademisi dalam merekonstruksi ketentuan keabsahan anak dalam Undang-Undang
Perkawinan. Misalnya, dapat dilihat pada tawaran Toha yang bercorak pemikiran mazhab
Syafi’i,’® tawaran Hirawan yang bercorak pemikiran Ibnu Qayyim,*! atau tawaran Hak yang
bernuansa pemikiran Ibnu Taimiyah.’> Tawaran-tawaran lain lebih banyak lagi ditemukan

dalam berbagai kajian dalam upaya menghadirkan produk hukum yang berkeadilan.

2 DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada
tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), dapat dilihat di: https:/www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-
universal-hakasasi--§R48R63.pdf

30 Toha, Kedudukan Anak Di Luar Nikah

31 Hirawan, Status Anak Diluar Perkawinan yang Sah.

2 Hak, Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah.



Tabel 2. Konstestasi Hukum Keabsahan Anak

No | Model Basis Rujukan | Posisi Status Anak | Konsekuen-
Konstruksi | Metodolog Norma/ | terhadap yang si Normatif
Putusan | “Perkawina | Dilahirkan | Utama
n yang sah”
1 | Tekstu al- | Interpretasi Pasal 42 | Sah jika Anak sah Melindun gi
Religius gramatikal jo. Pasal | sesuai meskipun status anak,
(literal) 2 ayat hukum perkawinan | tetapi
(1) UUP; | agama, tidak tercatat | melemah
Putusan | pencatatan kan fungsi
MK No. | administra pencatata n
46/PUU | tif sebagai
VIII/201 instrumen
0; kepastian
Putusan hukum
MK No.
68/PUU
XI1/2014
2 | Tekstu al- | Interpretasi Pasal 42 | Sah jika Anak tidak | Mengorb
Admini gramatikal jo. Pasal | sesuai sah, hanya ankan status
stratif (literalkumulat- | 2 ayat agama dan | berhak anak demi
if) (1)dan | dicatatkan melalui tertib
(2) UUP; wasiat administrasi
Putusan wajibah dan
MA No. legalisasi
329 negara
K/AG/20
14;
SEMA

No. 03




Tahun

2023
A contrario | Argumentu ma | Pasal 43 | Perkawinan | Anak luar Mengabu-
contrario UuUP tidak tercatat | kawin, tetapi | rkan batas
pasca dianggap di | punya antara anak
Putusan | luar hubungan hasil
MK No. | perkawinan | perdata perkawinan
46/PUU dengan ayah | dan anak
VII/201 biologis hasil zina
0
A Contrar | Argumentu m A | Pasal 43 | “Di luar Anak tetap | Inkonsist
10 restriktif | contrario + uUupP Perkawinan” | Tidak sah, ensi Logika:
restriksi makna | Ditafsir | dimaknai tetapi bukan | bukan zina,
restriktif | sebagai hasil zina tetapi tetap
perkawinan kehilangan
cacat status anak
sah
Eksten sif— | Interpretasi Pasal 43 | “Di luar Anak hasil | Menimbu
Moralistik | ekstensif UuUP perkawinan” | zina lkan
pasca mencakup resistensi
MK; zina dan sosial dan
Hirawan; | perkosaa konflik
Marilang dengan fikih
Islamina
Sistem atis | Interpretasi Pasal 28 | Batalnya Anak tetap | Koreksi
Protektif sistematis UUP; perkawinan | sah terhadap
asas tidak berlaku rigiditas
liability | surut Pasal 42,
by fault tetapi
bersifat

contra legem




7 | Sistem atis | Interpretasi Pasal 25 | Semua anak | Anak harus | Menanta ng
HAM sistematis lintas | ayat (2) | setara tanpa | dilindungi konstruksi
regulasi DUHAM | diskriminasi | tanpa marriagedete
melihat rminative
status uuPpP
perkawinan
8 | Herme Hermeneutika & | Praktik | Keabsahan | Anak sering | Menunju
neutik— pluralisme sosial, dinilai diakui sah kkan
Pluralistik | hukum adat, dan | secara secara kegagalan
fikih kontekstual | sosialkeaga |norma
maan negara
menjangkau
realitas
sosial

Uraian di atas selengkapnya akan dibahas pada bagianbagian lain dalam buku ini, tetapi
hal tersebut paling tidak telah menunjukkan bahwa konstruksi hukum terhadap Pasal 42 dan
Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan belum menghasilkan kerangka normatif yang konsisten
dan berkeadilan. Setiap pendekatan baik tekstual, sistematis, maupun hermeneutik— memiliki
klaim legitimasi sendiri, tetapi sekaligus melahirkan eksklusi dan ketegangan normatif yang
serius, terutama terhadap perlindungan anak. Kontestasi ini menegaskan bahwa problem
utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada rasionalitas penalaran hukum
yang digunakan untuk memberi makna pada norma tersebut. Oleh karena itu, diperlukan
kerangka analisis yang mampu menilai ulang konstruksi keabsahan anak secara lebih koheren,

adil, dan bertanggung jawab secara normatif.

C. Implikasi Kegagalan Normatif Pasal 42 terhadap Perlindungan Anak
Dalam negara hukum yang mengklaim perlindungan anak sebagai prinsip fundamental,
norma hukum yang menentukan hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya
merupakan anomali serius. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang mendefinisikan anak
sah semata-mata berdasarkan keabsahan perkawinan, memperlihatkan kegagalan rasionalitas

hukum dalam membedakan antara tanggung jawab moral orang dewasa dan kepentingan



hukum anak. Kegagalan ini tidak bersifat insidental, tetapi melekat pada desain normatif Pasal
42 itu sendiri. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
mendefinisikan anak sah semata-mata sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, pada
tataran normatif tampak sederhana dan administratif. Namun dalam praktik, ketentuan ini
justru menjadi sumber kegagalan perlindungan anak yang bersifat struktural. Kegagalan
tersebut tidak hanya bersifat normatif—karena bertentangan dengan rezim hukum
perlindungan anak—tetapi juga implementatif karena melahirkan fragmentasi tafsir dan
perlakuan diskriminatif dalam praktik peradilan agama.

Dalam rezim hukum perlindungan anak, baik berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak, kedudukan anak tidak boleh ditentukan oleh
status hukum perkawinan orang tuanya. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak secara
tegas menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
wajar serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, Pasal 42 UU
Perkawinan secara implisit menciptakan kategori anak “kurang sah”, yakni anak yang lahir
dari perkawinan yang cacat secara administratif atau hukum, sehingga perlindungan
terhadapnya menjadi terbatas. Status kelahirannya menjadi dasar pembeda, bukan kepentingan
terbaik bagi anak.

Diskriminasi in1 semakin nyata ketika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dengan diklasifikasikannya anak sebagai
anak tidak sah akibat Pasal 42, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya menjadi kabur.
Dalam banyak kasus, bahkan orang tua biologisnya tidak dapat secara penuh diakui dalam
relasi hukum perdata, sehingga hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri justru dibatasi
oleh konstruksi hukum yang kaku.

Hal serupa terjadi terhadap hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sebagaimana
dijamin Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemisahan antara anak dan orang tua
seharusnya hanya dimungkinkan demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai upaya
terakhir. Namun dalam konteks Pasal 42, pemisahan tersebut tidak lahir dari pertimbangan
kepentingan anak, melainkan dari cacat status perkawinan orang tuanya. Anak menjadi pihak
yang menanggung akibat hukum dari keadaan yang sama sekali berada di luar kendalinya.

Lebih jauh, Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk

menjamin hak anak tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan status hukum anak. Ketentuan



ini secara langsung berhadapan dengan implikasi Pasal 42, karena anak yang lahir dari
perkawinan cacat hukum justru kehilangan perlindungan negara atas hak-hak dasarnya.
Negara, melalui norma dan praktik peradilan, justru mengukuhkan diskriminasi berbasis status
kelahiran.

Kegagalan normatif Pasal 42 juga berdampak serius pada hak anak atas identitas
sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Identitas anak
seharusnya diberikan sejak kelahirannya, namun akibat Pasal 42, status anak menjadi tidak
pasti: apakah ia anak sah, anak luar kawin, atau sekadar anak biologis. Ketidakpastian ini tidak
hanya terjadi pada level wacana akademik, tetapi nyata dalam praktik peradilan karena
terdapat ragam tafsir dan rumusan hukum yang saling bertentangan.

Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun 2019 di Jakarta, misalnya, membuka
kemungkinan pengadilan agama menetapkan seorang anak sebagai anak biologis sekaligus
menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadapnya. Namun penetapan ini justru
menegaskan keterbatasan status anak: ia hanya diakui sebagai anak biologis, bukan anak sah.
Status tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang utuh, terutama dalam aspek nasab,
kewarisan, dan perwalian.

Ketidakpastian ini bahkan diperparah oleh problem kewenangan absolut pengadilan
agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014 yang kemudian diruyjuk dalam
Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby, menyatakan bahwa tuntutan untuk
dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan tidak termasuk kewenangan pengadilan agama.
Akibatnya, anak berada dalam situasi paradoks: statusnya dipersoalkan dalam hukum
perkawinan Islam, tetapi forum peradilan yang seharusnya melindunginya justru menyatakan
tidak berwenang.

Dampak paling konkret dari kegagalan ini terlihat pada pembatasan hak perdata anak.
Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA Nomor 03 Tahun 2023) memang
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, namun substansinya justru
menurunkan derajat perlindungan. Anak yang lahir dari perkawinan sah menurut agama, tetapi
tidak dicatatkan hanya dapat ditempatkan sebagai penerima wasiat wajibah, bukan sebagai ahli
waris. Ini adalah kemunduran serius karena dalam hukum Islam, penerima wasiat wajibah
adalah pihak yang secara prinsip terhalang dari kedudukan sebagai ahli waris.

Dengan demikian, anak tersebut tidak diperlakukan setara dengan anak sah, meskipun

ia lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Perlindungan yang diberikan bukan



perlindungan penuh, melainkan kompensasi minimal atas status hukum yang dipersoalkan.
Pendekatan ini secara implisit menjadikan pencatatan perkawinan sebagai instrumen disiplin
hukum, dengan anak sebagai korban utamanya.

Pandangan yang mendudukkan anak tersebut sebagai anak luar kawin dan membatasi
haknya pada “hubungan perdata terbatas”, sebagaimana dikemukakan oleh Chatib Rasyid,
Toha Maarif, dan Nurul Hak, semakin mempertegas kegagalan tersebut. Hubungan perdata
yang dibatasi hanya pada nafkah dan wasiat wajibah secara nyata mengingkari prinsip
kesetaraan hak anak.

Dalam praktik yang lebih ekstrem, ketika anak diklasifikasikan sebagai anak hasil zina,
perlindungannya justru semakin menyempit. Berdasarkan sejumlah putusan dan pedoman,
anak hasil zina hanya berhak atas natkah dari ayah biologisnya, bahkan tanpa jaminan wasiat
wajibah. Dalam konteks ini, Pasal 42 tidak hanya gagal melindungi anak, tetapi menjadi pintu
masuk bagi penjatuhan sanksi moral dan hukum kepada anak yang sama sekali tidak bersalah.

Implikasi lebih lanjut muncul dalam aspek perwalian. Ketika anak perempuan dari
perkawinan cacat hukum hendak melangsungkan perkawinan, status walinya kerap
dipersoalkan. Dalam banyak kasus, pernikahannya bahkan diklaim tidak sah karena wali
nasabnya dianggap tidak ada. Bagaimana pula kalau terjadi sebaliknya, karena orang tuanya
dianggap tidak berhak menjadi wali nikah, padahal sebenarnya memiliki hak paling utama,
namun wali nikah diberikan kepada orang lain, bukankah pernikahannya juga menjadi
bermasalah karena tidak sesuai dengan pengaturan pemindahan wali nikah. Dengan demikian,
kegagalan Pasal 42 tidak berhenti pada masa kanak-kanak, tetapi berlanjut hingga fase dewasa
dan memengaruhi hak-hak sipil anak sepanjang hidupnya.

Dari keseluruhan uraian tersebut, tampak jelas bahwa Pasal 42 UU Perkawinan telah
gagal secara normatif dan implementatif dalam menjamin perlindungan anak. Alih-alih
melindungi kepentingan terbaik bagi anak, ketentuan ini justru menginstitusionalisasi
diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan pembatasan hak perdata anak. Kegagalan ini
menegaskan urgensi pembacaan ulang Pasal 42 dengan paradigma perlindungan anak,
keadilan moral, dan tanggung jawab hukum yang tidak membebankan akibat pada subjek

tanpa kesalahan.



BAB 1
Fikih, Nasab, dan Prinsip Non-Zina:

Fondasi Rasionalitas Sunstantif Keabsahan Anak

Bab ini membangun fondasi normatif dan rasional dari perspektif fikih Islam untuk
membaca keabsahan anak secara substantif. Dengan menelusuri konsep nasab, distingsi tegas
antara zina dan hubungan seksual dalam perkawinan cacat hukum, serta pengakuan terhadap
keabsahan anak dalam kondisi tertentu. Bab ini menunjukkan bahwa fikih tidak berpikir secara
simplistis dan determinatif. Rasionalitas fikih justru berlapis, kontekstual, dan protektif
terhadap anak, sehingga bertentangan dengan anggapan bahwa hukum Islam bersifat kaku dan
menghukum anak atas kesalahan orang tua.

A. Dasar Normatif Keabsahan Anak dalam Fikih

Dalil hukum menyangkut status anak dalam perkawinan banyak merujuk pada hadis
Nabi SAW. terkait dengan kisah perselisihan Sa’ad bin Abi Waqqash dan ‘Abdu bin Zam’ah.
Hadis ini sendiri diriwayatkan dalam Shahih Muslim dan Shahih AlBukhari sehingga
mendapatkan label muttafaq ‘alaih.’® Hadis tersebut berbunyi:

Ol ) J gy L 138 S JU WS B daa ) (o e 9 pall g (ol O s analid) B g Aile oo

o OE1A e alg ) gy b (AT Ao (e JB g dgad ) DB Al AT ) age ald g il cp A (A
Alally A0 ATl e el g BB Aty Ui g 5158 Agadh 1) abeas 4l i Lo ) J ey Bl A3l g
b 33 g ald B daa ) Culy B3 guily Ada a9 sl

Artinya: “Sa’ad bin Abu Waqqash bersengketa dengan Abdu bin Zam’ah terkait satu

orang anak. Saad berdalil: Ya Rasulullah, anak ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi

Waqqgash, dia mempercayakan kepada saya bahwa ia adalah anaknya, lihatlah

kemiripannya. Abdu bin Zam’ah pun menolak dalil tersebut dan mengatakan: Anak ini

adalah saudaraku, ya Rasulullah. Dia dilahirkan di atas ranjang (firasy) ayahku dari

budak wanitanya. Rasulullah pun memperhatikan kemiripannya, lalu beliau melihat

33 Hadis berlabel muttafaq ‘alaih dinilai sebagai hadis dengan kualitas yang tinggi, meskipun terdapat beragam pemaknaan
terhadap label ini. Ibn al-Shalah (w. 643 H) awalnya menggunakan istilah muttafaq ‘alaih untuk merujuk pada hadis shahih yang
memenuhi semua syarat keshahihan tanpa membatasi pada riwayat ulama tertentu. Namun, ia kemudian menyederhanakan istilah
tersebut untuk merujuk pada hadis yang disepakati keshahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, setelah diakui bahwa kitab mereka
adalah yang paling shahih. Kesamaan yang dimaksud mencakup dua aspek, yaitu redaksi dan makna. Mujiyo, Hadis Muttafaq Alaih
Dalam Kitab Riyadh Al-Shalihin, Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 1.2 (2017): 179-186.



jelas kemiripannya dengan Utbah bin Abi Waqqash. Rasulullah memutuskan: Anak

tersebut bagimu, Abdu bin Zam’ah. Anak bagi pemilik ranjang, dan bagi pezina

hanyalah batu. Berhijablah engkau dari anak tersebut, wahai Saudah binti Zam’ah. Dia
berkata: Maka dia tidak lagi melihat Saudah.”*

Hadis di atas tidak hanya merekam sabda Rasulullah, tetapi juga menceritakan latar
belakangnya berupa perselisihan sahabat Nabi. Hadis serupa dengan latar belakang berbeda
juga ditemukan dalam hadis riwayat yang lainnya, seperti riwayat Abu Daud, yang berbunyi:

A Al Cale ¢l BB &) el Jgmuy b 1 U8R B3 ol 1 J clie ) (pulay palal) (i g e O i) 2 00

Al palallg AU 3gh) Aalal) Jal Gl D) 35588 Y raluag 4l ) L ) (e JUER Aila

Artinya: “Dari "Abdullah bin Amr bin Al-Ash, beliau berkata: Seorang laki-laki beridir

lalu mengatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku, aku telah

berzina dengan ibunya pada masa Jahiliyah. Rasulullah bersabda: Tidak berlaku lagi
pengakuan tersebut dalam Islam. Telah lenyap urusan Jahiliyyah. Anak bagi pemilik
firasy dan bagi pezina hanyalah batu.”>*

Di samping hadis dengan latar belakang tersebut, prinsip yang disampaikan Nabi dalam
hadis bahwa al-walad li al-firasy dan li al-‘ahir al-hajar juga ditemukan dalam beberapa
riwayat lainnya. As-Shan’ani mencatat terdapat riwayat dari jalur Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu
Mas’ud dalam riwayat An-Nasa’i, dan Usman dalam riwayat Abu Daud. Bahkan Ibnu ‘Abd
Al-Barr mengklaim bahwa hadis semakna diriwayatkan dari dua puluhan orang sahabat
Nabi.*® Menurut Abu Umamah Al-Bahili, materi ini juga disampaikan oleh Nabi saw. dalam
kuthbah Haji Wada’, sebagaimana didiriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu
Majah.

Ga 530S el aB ¢ Mg & L 0 &) glash Aaa ale Aldd L alugdadde ) s 4l J g Coran

o ol sh Al i N B3 (g e AT o agiban g aal) ALl gl AL Mgl o gl e g N ¢ Al
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Artinya: “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda dalam khutbah Haji Wada’nya,
“Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak bagi setiap orang berhak, maka tidak

3% Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 (1998). Nomor hadis: 1457; Muhammad bin Ismail Al-
Bukhari, A/-Jami Al-Shahih AlBukhari (Kairo: Dar as Sya’ab (2006). Nomor hadis: 6749 dan 7182.

35 Sulaiman Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Al-Maktabah al- ‘Asriyyah (2009). Nomor hadis: 2274

36 Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, Subul As-Salam, jilid Il (Kairo: Syarikah Makhtabah wa Maghba'ah
Musthafa Al-Baby, 2005), hlm. 210-211.



ada wasiat bagi pewaris. Anak bagi pemilik kasur dan bagi pezina hanyalah batu.
Perhitungan atas perbuatan mereka berada dalam kuasa Allah. Barangsiapa
mendakwakan seorang anak kepada orang yang bukan ayahnya atau menghubungkan
nasab kepada orang yang bukan majikannyaa, maka atasnya laknat Allah yang akan
mengikutinya sampai hari kiamat. Seorang perempuan tidak boleh membelanjakan
sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan seizing suaminya. Rasulullah ditanya: dan
termasuk makanan? Beliau bersabda: Itu merupakan harta kita paling afdal. Dan beliau
bersabda: Pinjaman ditunaikan, pemberian dibalas, utang dilunasi, dan orang yang
menjaminkan sesuatu membayarnya.”’

Prinsip utama yang diulang terus-menerus oleh Nabi dalam konteks hukum keabsahan
dan penasaban anak adalah al-walad li al-firasy wa li al-‘ahir al-hajar, anak bagi pemilik
ranjang dan bagi pelaku zina hanyalah batu. An-Nawawi memulai pembahasannya mengenai
prinsip ini dari potongan kedua hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwa menurut para ulama,
makna al-‘ahir adalah pelaku zina, al-‘ahr itu sendiri bermakna zina. Sedangkan lah al-hajr
(baginya batu) bermakna bahwa pelaku zina itu memperoleh al-khaibah atau
kegagalan/kekecewaan dan tidak memiliki apapun terhadap anak.

Agh Al Ga Yy Ldll A ol jaall A aag

Frasa ini memang telah menjadi sebuah idiom dalam Bahasa Arab, di mana mereka
mengungkapkan frasa seperti lah al-hajr dan sejenisnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak
mendapatkan apapun selain kekecewaan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa makna
batu dalam hadis ini adalah bahwa ia dirajam dengan batu adalah pendapat yang lemah karena
tidak setiap pelaku zina itu dirajam dan tindakan rajam itu sendiri tidak pasti menampik
hubungan anak terhadapnya, padahal hadis ini hendak menampik hubungan pelaku zina
dengan anak tersebut.?®

Setelah mengomentari potongan kedua dari hadis tersebut, beliau mengomentari hadis
Nabi ‘al-walad li al-firasy’ yang menurutnya bermakna bahwa apabila seorang lelaki memiliki
istri atau hamba sahaya yang menjadi firasynya, lalu melahirkan seorang anak pada masa yang

memungkinkan darinya, maka anak tersebut nasabnya terhubung dengan lelaki itu, baik anak

tersebut memiliki kemiripan dengannya maupun tidak, sementara masa memungkinkan

37 Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Al-Jami * al-Mukhtasar min as-Sunan ‘An Rasil Allah (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2002),
Nomor 2120.

38 Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya An-Nawawi, AI-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj (Beirut: Dar Thya’at-Turas
al-‘Arabi, 1392 H), hlm. 912.



keduanya bertemu itu berlalu enam bulan. Seorang istri menjadi firasy bagi lelaki sejak
berlangsungnya akad nikah, namun para ulama, termasuk Syafi’i dan Malik mensyaratkan
memungkinkannya terjadi persetubuhan (imkan al-wath’), berbeda dengan Abu Hanifah yang
tidak mensyaratkan imkan tersebut, tetapi mencukupkan dengan terjadinya akad semata.
Namun menurut An-Nawawi pendapat terakhir ini lemah dan tidak ada argumen untuk
memutlakkan maksud hadis tersebut.>’

An-Nawawi mengutip pernyataan Qadhi ‘Iyadh bahwa telah menjadi kebiasaan orang-
orang Jahiliyah menghubungkan garis keturunan melalui perzinaan, di mana mereka menyewa
budak untuk berzina; jika si ibu mengenali asal-usul anak tersebut, maka mereka
menghubunngkan nasabnya kepadanya. Namun Islam datang membatalkan kebiasaan
tersebut, lalu menghubungkan nasab anak melalui firasy, lalu menghubungkan nasab anak
melalui firasy yang syar’i.

Berdasarkan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa implikasi persetubuhan
dengan zina sama dengan persetubuhan dengan nikah terhadap hubungan mahram, dan ini
merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Auza’i, Ats-Tsauri, dan Ahmad. Berbeda dengan
pendapat Malik, Syafi’i, Abu Tsaur, dan selainnya yang berpendapat tidak ada implikasi
apapun dari persetubuhan dengan zina, bahkan seorang pelaku zina boleh menikahi ibu dan
anak dari pasangan zinanya. Bahkan Syafi’i menambahkan seorang lelaki boleh menikahi anak
perempuan yang lahir dari akibat perzinaannya. Mereka berargumen bahwa dalam hadis
Saudah diperintahkan untuk berhijab dari keberadaan anak lelaki yang diperselisihkan asal-
usulnya tersebut. Menurut An-Nawawi, argumen ini tidak tepat atau batil. Saudah diperintah
untuk berhijab dari lelaki yang telah ditetapkan sebagai saudaranya itu karena putusan hakim
tidak mencakup kebenaran materil (al-bathin) dalam kasus ini, hanya semata kebenaran formil
bahwa anak tersebut lahir dalam firasy Zam’ah, orang tua mereka, walaupun jika melihat
tanda-tanda kemiripan cenderung kepada ‘Utbah.*

Ibnu Hajar As-Asqgallani mengomentari hadis tersebut dalam kitabnya, beliau mengutip
pendapat Imam Syafi’i, bahwa menurut beliau makna al walad i al-firasy ada dua: pertama,
bahwa anak tersebut dihubungkan dengan pemilik firasy selama dia tidak menafikannya, dan
kedua bahwa apabila pemilik firasy dan pelaku zina bertentangan perihal asal-usul anak, maka

anak tersebut dinasabkan kepada pemilik firasy. Al-Asqallani berpendapat bahwa makna
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kedua ini sesuai dengan spesifikasi kasus yang melatarbelakangi hadis tersebut, sedangkan
makna pertama sifatnya lebih umum.*' Ibnu Daqiq Al-‘Id mengungkap komentar yang cukup
menarik perhatian, di mana menurut beliau hadis tersebut menjadi dasar hukum
menghubungkan nasab anak kepada pemilik ranjang, meskipun persetubuhan yang dilakukan
itu diharamkan.*?
e shag dgle | sl o)) g (AN Galiay Al gl (gladl & Jual Enaallg
Jika diambil makna yang lebih umum, yakni makna pertama, maka ia akan menjadi
suatu kaidah atau prinsip bahwa anak dihubungkan dengan bapaknya dengan ketentuan telah
terdapatnya firasy. Perdebatan selanjutnya adalah mengenai makna firasy itu sendiri, kapan
sebuah hubungan dinyatakan telah firasy? Al-Asqallani mencatat diskusi para ulama mengenai
pemaknaan firasy, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa Abu Hanifah mengkhususkan makna
firasy atas istri dan mengeluarkan budak perempuan dari keumuman hadis tersebut. Pendapat
ini ditentang oleh Syafi’i yang berpendapat bahwa hadis tersebut berbicara tentang sebab
khusus, namun pendapat ini kemudian diluruskan oleh Fakhr Razi, bahwa maksud Syafi’i
adalah persoalan khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut, di mana ia
berbicara tentang budak perempuan, tidak seharusnya dikeluarkan dari keumuman hadis.
Setelah itu terjadi kesepakatan para ulama untuk memberlakukannya pada istri-istri, namun
Syafi’i dan Jumhur ulama mensyaratkan adanya imkan waktu dan tempat. Berbeda dengan
kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa berlangsungnya akad cukup menjadikannya
firasy, di mana mereka memahami firasy sebagai perempuan yang disetubuhi. Namun
pendapat ini dibantah oleh Al-Qurthubi, menurutnya kata firasy adalah metafora untuk
perempuan yang disetubuhi karena lelaki yang menyetubuhinya itu menjadikannya selayaknya
kasurnya, maka persetubuhan itu mesti dipertimbangkan untuk disebut sebagai firasy,
termasuk adanya kemungkinan persetubuhan, jika tidak maka tidak dapat disebut sebagai
firasy. Namun menurut Al-Asqalani, tidak mungkin juga mencakupkan hadis tersebut kepada
semua orang yang melakukan persetubuhan, cakupan hadis tersebut mesti dibatasi dengan
menentukannya pada persetubuhan tertentu, seperti suami dan penghulu budak.*?
Pada akhirnya terlihat bahwa perdebatan mengarah pada persoalan formalitas, apakah

seseorang itu dapat disebut sebagai firasy atau tidak. Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat

41 Tbnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Riyadh: Dar al-Thaybah li al-Nasyr wa al-Tawzi,
2005).

42 Ibn Daqiq Al-led, Ihkam Al-Ahkam Syarh Umdat Al-Ahkam (Cairo, Egypt: Darul-Hadith, 1999), him. 204.

43 Al-Asqalani, Fath al-Bari.



dalam kasus budak perempuan, ia menjadi firasy ketika tuannya mendeklarasikan anaknya.
Jika dia mendeklarasikan anaknya, makai a disebut sebagai firasy, dan status anaknya
dihubungkan kepadanya setelah itu. Dalam pemikiran Abu Hanifah, jika seseorang menjadi
firasy dengan persetubuhan, maka ia pun seharusnya menjadi firasy dengan hal yang
membolehkan persetubuhan itu sendiri, seperti istri. Namun Ibnu Qudamah berpendapat tidak
sah mengqiyaskan persetubuhan dengan pemilikan.**

Pengkhususan firasy kepada persetubuhan yang dilakukan lewat perkawinan dan
pemilikan hamba didapat dari potongan hadis berikutnya bahwa “bagi pezina hanyalah batu”.
Jika pengkhususan itu tidak dilakukan, maka tidak ada makna lagi bagi potongan hadis
tersebut. Hemat penulis, pemaknaan firasy dalam hadis tersebut harus dimaknai sebagai
hubungan yang berbeda dengan al-‘ahir atau pelaku perzinaan. Meskipun teks hadis tersebut
tidak menyebutkan langsung pernikahan, penyebutan pemilik ranjang harus dimaknai lebih
dari sekadar persetubuhan, oleh karena penggalan hadis berikutnya telah memberikan batasan
bahwa kepemilikan ranjang pada penggalan pertama tidak mencakup perzinaan.

Ibnu Taimiyyah mengemukakan pendapat berbeda dengan mayoritas ulama, bahwa
sebagaimana konteks hadis terkait perselisihan asal-usul anak di mana status ibu yang
merupakan firasy bagi ayahnya, maka berbeda hukumnya ketika sang ibu tidak berstatus firasy
bagi seorang pun, lalu sang lelaki yang melakukan hubungan seksual dengannya itu meminta
agar anak tersebut dinasabkan kepadanya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis tersebut
tidaklah mencakup kasus jika perempuan tidak berstatus sebagai fiirasy bagi siapapun. Beliau
berargumen dengan perbuatan Umar bin Al-Khaththab yang dahulu menasabkan anak-anak
jahiliyah kepada yang mengakuinya (sebagai anak) dalam Islam.* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
mendukung pendapat gurunya tersebut dengan mengemukakan bahwa pandangan tersebut
sejalan dengan pandangan Ishaq bin Rahwayh,* sedangkan konteks hadis tersebut adalah
ketika terjadinya perselisihan antara pelaku zina dan pemilik ranjang. Pandangan ini juga
menjadi mazhab Hasan Bashri, Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar, dua orang terakhir
ini mengemukakan: Apabila seorang laki-laki mendatangi seorang anak yang menurut

persangkaannya adalah anaknya, di mana ia sendiri berzina dengan ibunya, sementara tidak

# Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, A/-Mughni (Egypt: Maktabah alQahirah, 1968), hlm. 354.

4 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Shaikh al Islam Ahmad Ibn Taimiyah, jilid 32 (Riyadh: Kementerian Urusan Islam,
Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, 2004), him. 110.

46 Beliau adalah sahabat dekat Ahmad bin Hanbal, ia menemaninya dalam perjalanan mencari ilmu dan ia juga merupakan
guru Imam Bukhari dan menginspirasinya untuk menyusun Sahih al-Bukhari.



seorang pun yang mendakwakan anak tersebut sebagai anaknya, maka anak itu adalah
anaknya.’

Di antara dua penggalan hadis tersebut, penggalan pertama dapat dikatakan adalah
jawaban Nabi terhadap kasus yang sedang diutarakan kepadanya. Teks hadis “anak bagi
pemilik ranjang” dapat saja dimaknai sebagai prinsip dalam persengketaan terkait dengan asal-
usul anak, sebagaimana latar belakang hadis dalam riwayat Aisyah di atas. Namun harus
dilihat bahwa putusan Nabi terkait persengketaan tersebut telah selesai dengan penggalan
hadis pertama tersebut. Sedangkan penggalan kedua merupakan jawaban tambahan Nabi di
luar konteks kasusnya. Sebagian ulama menjadikan dua penggallan ini menjadi patokan
umum, kaidah dan prinsip untuk diberlakukan kepada berbagai kasus. Namun memang andai
pun penggalan pertama diberlakukan secara khusus untuk menangani sengketa asal-usul anak,
maka penggalan kedua tidak dapat tidak diberlakukan secara umum atau menjadi prinsip
umum karena penggalan tersebut merupakan tambahan Nabi dalam menyikapi kasus yang
diajukan kepadanya. Dalam kaidah usiiliyyah disebutkan bahwa suatu teks yang disampaikan
atas suatu sebab, jika teks tidak berdiri sendiri maka pemberlakuannya dibatasi pada sebab
yang melatarbelakanginya, sementara jika teks tersebut disampaikan secara mandiri, maka
diberlakukan menurut teksnya; jika teksnya khusus maka dia bersifat khusus, dan jika teksnya
bersifat umum maka diberlakukan secara umum, dan tidak dibatasi pada sebab yang
melatarbelakanginya saja.*

Penulis sepenuhnya sependapat bahwa hadis tersebut menyangkut asal-usul anak, bukan
terkait dengan pemeliharaan anak, namun terdapat catatan yang sangat menarik dari latar
belakang hadis Nabi tersebut. Dalam putusan Nabi, anak yang disengketakan tersebut
dinasabkan kepada Zam’ah dan tentunya menjadi saudara ‘Abdu bin Zam’ah, walaupun anak
tersebut sangat mirip dengan ‘Utbah bin Abi Waqqash sebagai pemilik ibu anak tersebut
sebelumnya. Berdasarkan kemiripan anak tersebut dengan Utbah maka sangat dimungkinkan
sekali anak tersebut memang dibenihkan oleh ‘Utbah, apalagi jika ‘Utbah sendiri memang
menyadari sepenuhnya pembenihan tersebut. Tetapi kemudian anak tersebut lahir pada saat
telah menjadi hamba Zam’ah, sehingga Nabi memutuskan bahwa anak tersebut dinasabkan

kepada pemilik ranjang ibu si anak saat anak tersebut dilahirkan.

47 Ibn Al-Qayyim, Zad al-Ma’ad fi Hady Khayr al-‘Ibad, jilid 5 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1998), hlm. 382.
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Dalam hadis tersebut tidak disebutkan bagaimana tanggapan ibu si anak, sebagai aktor
kunci dalam perselisihan tersebut. Para pihak utama lainnya disebut dalam hadis, yang terdiri
dari ‘Utbah bin Abi Waqqgash dan Zam’ah sendiri, tidak dijelaskan identitas perempuan yang
melahirkan anak tersebut. Pihak laki-lakinya sendiri tidak hadir di perselisihan tersebut karena
keduanya telah wafat, sementara ibu si anak tidak dijelaskan statusnya. Yang menarik dari
persidangan tersebut, dari berbagai dalil yang dikemukakan oleh kedua pihak, Nabi SAW.
tidak meminta untuk menghadirkan si perempuan, dan beliau juga tidak melakukan kajian
kapan anak tersebut dilahirkan; berapa bulan setelah dimiliki Zam’ah baru anak tersebut
dilahirkan? Pertanyaan ini bagi fugaha’ begitu penting, sebagaimana terungkap dalam
perdebatan ulama, sebagaimana diuraikan di atas. Tetapi Nabi sendiri ternyata tidak menggali
persoalan tersebut, fakta bahwa anak tersebut lahir dalam firasy Zam’ah sudah cukup bagi
Nabi untuk memutus perselisihan tersebut, walaupun terdapat bukti yang kuat di mana anak
tersebut sangat jelas kemiripannya dengan Utbah, bukannya dengan Zam’ah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan: Konstruksi fikih mengenai status
keabsahan anak berangkat dari hadis nabi yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu di
bab ini, yaitu hadis Nabi yang berbunyi “al-walad 1i al-firasy wa 1i al-‘ahir alhajr.” Hadis in1
terdiri dari dua buah kalimat yang berhubungan satu sama lain. Pertama adalah al-walad 11 al-
firasy bahwa anak dihubungkan dengan pemilik ranjang. Hadis ini memang tidak
menyebutkan perkawinan secara langsung, tetapi menyebut firasy atau ranjang saja. Namun,
menurut Al-Asqalani, tidak mungkin mencakupkan pemaknaan firasy dalam hadis tersebut
kepada semua orang yang melakukan persetubuhan; cakupan hadis tersebut mesti dibatasi
dengan menentukannya pada persetubuhan tertentu.** Pembatasan ini sangat dapat diterima
mengingat potongan kedua hadis ini menyebutkan wa li al-‘ahir al-hajr, bahwa bagi pezina
hanyalah batu, dalam arti pelaku zina tidak mendapatkan apa-apa dari hubungan perzinaannya.
Dengan demikian, firasy dalam potongan pertama hadis ini harus dipahami sebagai hubungan
seksual yang berbeda dengan perzinaan, yang tidak lain adalah hubungan pernikahan.

Berdasarkan ketentuan hadis ini, konstruksi fikih pada umumnya memandang selama
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak tergolong perbuatan zina, maka anak
yang dilahirkan darinya adalah anak sah yang dinasabkan kepada lelaki yang menjadi ayah

biologisnya. Berbeda dengan konstruksi hukum yang mengatakan nasab anak ditentukan

4 Al-Asqalani, Fath al-Bari.



berdasarkan pernikahan orang tuanya, jika terdapat suatu perkawinan antara orang tuanya,
maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnyna, dan jika tidak, maka tidak.
Perbedaan kedua konstruksi ini akan terlihat pada kasus anak yang lahir dari perkawinan yang
batal. Dalam teori hukum pembatalan diketahui terdapat suatu kaidah bahwa pembatalan
menyebabkan perbuatan itu kehilangan kausalitasnya terhadap hukumnya, sehingga tidak
mempunyai akibat hukum terhadap ketentuan-ketentuan syariat dalam keadaan sah. Perbuatan
hukum yang batal wujuduh ka ‘adamih, perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada
dari awal.®® Dengan mendasarkan pemikiran pada kaidah ini, maka perkawinan yang batal
dianggap seperti tidak pernah terjadi, lalu bagaimana dengan anak yang lahir dari perkawinan
tersebut, sementara perkawinannya telah dianggap tidak ada sama sekali karena batal?
Berdasarkan pemikiran ini, banyak paham beredar di tengah masyarakat, bahkan dalam
sebagian putusan Pengadilan Agama, yang mendudukkan hubungan seksual yang dilakukan
dalam ikatan tersebut adalah perzinaan, sehingga anak yang lahir pun didudukkan sebagai anak
zina.
B. Distingsi Konseptual antara Zina dan Hubungan Seksual dalam Perkawinan

Cacat Hukum

Kajian terhadap hadis-hadis tentang keabsahan dan penasaban anak, sebagaimana
diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pokok persoalan dalam penetapan nasab bukan semata
terletak pada keabsahan perkawinan, melainkan pada penilaian terhadap hubungan seksual
yang melahirkan anak tersebut: apakah hubungan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai zina
atau tidak. Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan semata apakah suatu perkawinan
sah, cacat, atau batal, melainkan apakah hubungan seksual dalam perkawinan yang cacat atau
batal itu sendiri dapat dinilai sebagai perbuatan zina menurut fikih. Kegagalan memahami dan
meletakkan konsep zina secara tepat telah melahirkan problem penghukuman yang berlebihan,
bukan hanya terhadap pasangan, tetapi juga terhadap anak, baik dalam wacana sosial,
akademik, maupun dalam praktik peradilan agama.

Dalam fikih, zina bukan sekadar hubungan seksual di luar perkawinan dalam pengertian

umum, melainkan perbuatan jarimah dengan kriteria yang sangat spesifik. Al-Mawardi®!
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dalam Al-Hawi merumuskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki
dan perempuan tanpa akad nikah, tanpa akad syubhah, tanpa kepemilikan, tanpa syubhah
kepemilikan, serta dilakukan dengan pengetahuan tentang keharamannya.’?> Dengan definisi
ini, menurut beliau zina bukan sekadar hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan
perbuatan yang memenuhi enam kriteria tertentu.

1. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan tanpa dasar akad nikah.

2. Hubungan itu tidak boleh terjadi melalui akad syubhah, yaitu akad-akad yang secara
ijtihadi masih dipandang memungkinkan atau sah menurut sebagian fugaha’, meskipun
ada cacat tertentu, seperti nikah mut’ah, nikah syighar, nikah tanpa wali, atau nikah
tanpa saksi.

3. Hubungan seksual tidak boleh berdasarkan kepemilikan, yaitu terjadi antara seorang
laki-laki dengan perempuan yang menjadi budaknya atau berada dalam kepemilikan
sahnya.

4. Tidak boleh berdasarkan kepemilikan syubhah, yaitu situasi kepemilikan yang masih
diragukan status hukumnya.

5. Tidak boleh berdasarkan syubhah perbuatan, yang mencakup kasus-kasus di mana
pelaku mengira perbuatan mereka halal atau tidak mengetahui cacat akad, sehingga
terdapat keraguan hukum.

6. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya haram; unsur niat dan kesadaran hukum
menjadi syarat mutlak agar hubungan seksual tersebut bisa dikategorikan sebagai zina
dan dapat dikenai sanksi hudud.

Menurut Al-Mawardi, ketiadaan akad nikah adalah syarat paling fundamental.
Hubungan seksual tanpa akad berarti hubungan tersebut tidak masuk dalam kerangka
pernikahan yang sah, sehingga secara lahiriah tampak seperti zina. Namun, adanya unsur
syubhah—misalnya akad yang fasid atau cacat teknis seperti nikah tanpa wali atau saksi—
menyebabkan hubungan tersebut tidak otomatis diperlakukan sebagai zina, meskipun ada

cacat formal. Dalam kondisi seperti ini, hukum hudud> tidak berlaku, dan anak yang lahir dari

politik Sunni tradisional. Dalam kategori fikih mazhab Syafi’i, karyanya yang paling terkenal adalah AlHawi Al-Kabir, yang
merupakan penjelasan terhadap kitab Mukhtashar alMuzani.
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hubungan tersebut tetap dihubungkan dengan ayahnya, sesuai prinsip magasid hifz an-nasab
dan hifz an-nasl, karena tujuan syariat menjaga keterhubungan nasab tetap terwujud.

Lebih lanjut, Al-Mawardi menegaskan bahwa akad-akad yang mengandung syubhah
tidak sama dengan pelanggaran hukum yang jelas (jarimah). Misalnya, menikahi mahram,
perempuan dalam masa idah atau perempuan yang telah diceraikan talak tiga dan belum
menikah kembali, tidak termasuk dalam kategori syubhah akad. Syubhah menurut beliau
didasarkan pada adanya kekaburan hukum karena terdapat ikhtiaf terhadap hukumnya, seperti
nikah mut’ah. Jika nash telah jelas melarangnya, maka hal tersebut tidak termasuk syubhah,
seperti larangan menikahi mahram, di mana telah jelas disebutkan larangannya, dan dalam
satu ayat disebut bahwa menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak adalah bentuk
fahisyah, label yang sama ditujukan pada perzinaan.>* Dalam kasus ini, pelaku secara sadar
melanggar hukum syariat, sehingga hubungan seksual yang terjadi adalah zina yang
sesungguhnya dan harus dikenai hudud. Dengan kata lain, syubhah akad memberikan
semacam ‘“zona abu-abu” hukum yang membedakan antara hubungan yang cacat atau batal
secara teknis, tetapi tidak berniat bermaksiat, dengan hubungan yang jelas-jelas haram dan
kriminal.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa fikih tidak menyederhanakan zina sebagai setiap
hubungan seksual yang tidak lahir dari perkawinan sah. Justru sebaliknya, fikith membangun
pagar berlapis sebelum suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai zina. Selama masih terdapat
unsur syubhah—baik syubhah akad, syubhah kepemilikan, maupun syubhah perbuatan—
maka perbuatan tersebut tidak diperlakukan sebagai zina dalam pengertian hukum pidana
Islam, dan konsekuensinya terhadap nasab pun berbeda. Dalam konteks perkawinan cacat
(nikah fasid), mayoritas fuqaha’ memandang bahwa hubungan seksual yang terjadi di
dalamnya bukan zina, selama akad tersebut masih dipandang sebagai akad nikah menurut
ijtihad atau keyakinan para pelakunya.

Ibnu Qudamah® mencatat telah terjadi silang pendapat di antara para ulama mengenai

status hukum pernikahan yang cacat maupun batal. Meskipun tidak setuju, tetapi dalam

34 Al-Mawardi, AlI-Hawi.

55 Ibn Qudamah al-MagqdisT Muwaffaq ad-Din Abti Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad, lahir pada tahun
1147 (541 H) di Palestina dan wafat pada tahun 1223 (620 H) dalam usia 79 tahun. Beliau lebih dikenal sebagai Ibn Qudamabh,
adalah salah satu ulama terpenting dalam mazhab Hanbali dengan salah satu kitab paling terkenalnya, al-Mugni, yang telah menjadi
standar penting dalam fiqih mazhab Hanbali. Dalam mazhab ini, Ibn Qudamah diberi gelar kehormatan Syekh al-Islam, yang
merupakan gelar bergengsi yang diberikan oleh umat Sunni kepada beberapa pemikir terpenting dalam tradisi mereka. Makdisi, G.,
“Ibn Kudama al-Makdis1”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van
Donzel, W.P. Heinrichs. Brill.



bukunya, beliau mengutip beberapa pendapat ulama, antara lain, Ahmad mewajibkan hudud
kepada orang yang melakukan persetubuhan dalam perkawinan tanpa wali apabila dia
meyakini keharaman tindakan tersebut, berdasakan perlakuan para sahabat Nabi terhadap
pernikahan tanpa wali, yang berarti menilai perbuatan tersebut sebagai zina sehingga wajib
hudud. Pendapat yang sama diutarakan oleh As-Shairafi dari kalangan mazhab Syafi’i.
Pendapat ini didukung oleh sikap Ali terhadap pelaku pernikahan tanpa wali, di mana beliau
memukulnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa seseorang pernah menikahkan seorang laki-
laki dengan janda, padahal orang yang menikahkan tersebut bukanlah wali si janda, tetapi tetap
dengan memberikan mahar dan saksi juga ada. Ketika mereka menghadap Umar, beliau pun
memisahkan keduanya dan menghukum cambuk Ilelaki yang menikah dan yang
menikahkannya tersebut.>®

Di luar berbagai pendapat ini, Ibnu Qudamah sendiri menegaskan pendapatnya bahwa
hudud seharusnya tidak diberlakukan pada permasalahan-permasalahan yang masih
diperselisihkan seperti kasus pernikahan tanpa wali, atau pernikahan tanpa saksi karena masih
terdapat syubhah di dalamnya, sebagaimana pedoman dalam hadis Nabi bahwa hudud harus
ditolak jika mengandung syubhah.’” Dengan demikian, meskipun akad tersebut cacat dan tidak
sah secara sempurna, hubungan seksual yang lahir darinya tetap berada di luar kategori jartmah
zina. Beliau bahkan menegaskan: “tidak ada hukuman (had) dalam persetubuhan pada
pernikahan yang rusak/cacat (fasid), baik keduanya meyakini kehalalannya maupun

keharamannya.”

AaA f Ads 120 ) 3 g ) 21 gl B R Y
Namun, Ibnu Qudamah membedakan hukum perkawinan batal (nikah batil) dan
perkawinan cacat.’® Menurut beliau, perkawinan batil itu seperti pernikahan perempuan yang

bersuami atau dalam masa idah, dan sejenisnya yang tidak diperselisihkan keharamannya; jika

36 Abdullah Ibnu Qudamah, 4/-Mughniy, Jilid IX (Riyadh: Dar Alam AlKutub, 1997), him. 354

57 Tbn Qudamah, Al-Mughni. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi alu s 4dde 40 Jla bersabda: "Cegahlah
hukuman hudud selama kalian masih menemukan jalan untuk mencegahnya." At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi
bersabda: "Hindarilah hukuman hudud dari kaum Muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar baginya, biarkanlah ia pergi,
karena seorang imam yang bersalah dalam memberikan pengampunan lebih baik daripada bersalah dalam memberikan hukuman."
Asy-Syaukani mengatakan: Hadis Ibnu Majah adalah lemah, dan hadis At-Tirmidzi dari Aisyah memiliki perawi yang lemah dalam
sanadnya. Yang paling shahih dalam hal ini adalah hadis Sufyan ats-Tsauri dari 'Ashim dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud
yang mengatakan: "Hindarilah hukuman hudud dengan syubhat, cegahlah hukuman mati dari kaum Muslimin semampu kalian."
AlHafidz mengatakan bahwa sanadnya shahih. Asy-Syaukani menyimpulkan bahwa meskipun hadis tersebut memiliki beberapa
kelemahan, namun telah dikuatkan oleh berbagai riwayat lain.

58 Tbid.

%9 Pembedaan keduanya telah diuraikan pada bagian kerangka konseptual.



keduanya mengetahui kondisi tersebut dan mengetahui tindakan tersebut dilarang atau haram,
keduanya pun dapat disebut sebagai pelaku zina dan dapat dikenakan hudud.®°
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Pandangan senada namun ada perbedaan dikemukakan oleh Ibnu Hazm,! bahwa orang
yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui perkawinan itu cacat atau mengetahui
akad kepemilikannya terhadap perempuan itu cacat adalah pelaku zina yang dapat dikenakan
hudud.®?
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Pendapat ini menunjukkan adanya kesamaan antara pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu
Hazm, bahwa (1) hubungan seksual yang dilakukan melalui akad pernikahan dapat saja dinilai
sebagai sebuah bentuk perzinaan, namun keduanya berbeda pendapat perihal bentuk
pernikahan yang mungkin saja dikategorikan perzinaan, di mana Ibnu Qudamah
memungkinkan pernikahan batil saja, sementara Ibnu Hazm memungkinkannya kepada
bentuk pernikahan cacat, tetapi pengkategorian zina ini dalam pandangan keduanya bahwa (2)
pelaku mengetahui perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut adalah terlarang. Keduanya
sepakat mendasarkan pertimbangan hukum atas hubungan seksual dan segala akibat

hukumnya tersebut pada pengetahuan dan kesadaran para pihak atas perbuatannya.

Tabel 3. Perbandingan Pandangan Mengenai Pernikahan Cacat/Batal

Ulama Kategori Penjelasan Syarat Status
Ibnu Qudamah | Fasid Ada ikhtilaf cacat | Tidak ada Bukan zina
akad
Batil Tidak ada ikhtilaf | Mengetahui cacat | Zina
cacat akad dan keharaman
Tidak mengetahui | Bukan zina

60 Ibid.

6 Abi Muhammad ‘Alf ibn Ahmad ibn Sa‘id Ibn Hazm atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm (lahir 7 November
994, Coérdoba, Kekhalifahan Cérdoba—meninggal 15 Agustus 1064, Manta Lisham, dekat Sevilla) adalah seorang sastrawan,
sejarawan, ahli hukum, dan teolog Muslim dari Spanyol Islam yang terkenal karena produktivitas sastranya, keluasan
pengetahuannya, dan penguasaan bahasa Arab. Sebagai salah satu eksponen terkemuka dari mazhab Zahiri, ia menghasilkan sekitar
400 karya yang meliputi yurisprudensi, logika, sejarah, etika, perbandingan agama, dan teologi. Karyanya yang ambisius, Kitab a/-
Milal wa al-Nihal adalah salah satu karya awal dalam sejarah perbandingan agama. Dalam fikih, karyanya yang paling monumental
adalah Al-Muhalla bi Al-Atsar fi Syarh Al-Mujalla bi Al-Ikhtishar atau dikenal dengan A/-Muhalla

%2 Ibn Hazm Al-Andalusi, Al-Muhalla bi al-Atsar, jilid 10 (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm. 142.



Ibnu Hazm Fasid Rusaknya akad Mengetahui cacat | Zina

Tidak mengetahui | Bukan zina

Al-Mawardi Fasid Ada ikhtilaf cacat | Tidak mengetahui | Bukan zina
akad

Larangan nash | Pengetahuan tidak | Zina

jelas dianggap syubhah
Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2026)

Dari keseluruhan konstruksi fikih tersebut, dapat ditegaskan bahwa perkawinan cacat
tidak identik dengan zina, dan perkawinan batal pun tidak otomatis melahirkan zina. Zina
dalam fikih adalah kategori hukum yang ketat, kriminal, dan berkonsekuensi berat, sehingga
tidak dapat diperluas secara serampangan. Oleh karena itu, setiap upaya mengkategorikan
anak yang lahir dari perkawinan cacat atau batal sebagai anak zina tanpa terlebih dahulu
menguji unsur-unsur zina menurut fikih merupakan kekeliruan konseptual yang serius.

Dengan demikian, distingsi konseptual antara zina dan hubungan seksual dalam
perkawinan cacat menjadi fondasi penting dalam pembahasan keabsahan anak. Selama
hubungan seksual yang melahirkan anak tersebut tidak memenuhi unsur zina secara fikih,
maka anak tersebut tidak dapat diposisikan sebagai anak zina, melainkan sebagai anak yang
sah secara nasab. Kesalahan memahami konsep zina pada titik ini akan berimplikasi langsung
pada kesalahan dalam penghukuman hukum dan ketidakadilan terhadap anak sebagai subjek

yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.

C. Keabsahan Anak dalam Perkawinan Cacat Hukum dan Batal

Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai
kualifikasi terjadinya cacat hukum perkawinan, apakah dikualifikasikan sebagai perbuatan
zina atau tidak. Hal ini akibat adanya perbedaan pendapat mengenai suatu kondisi tertentu,
apakah syubhah akadnya dapat diterima atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu,
dalam fikih tertentu, seperti Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali membedakan perkawinan
cacat hukum dengan istilah nikah fasid dan nikah batil, sejalan dengan pendapat Harahap yang
membedakan keduanya. Harahap berpendapat istilah pembatalan perkawinan dalam hukum

Islam dikenal dengan dua istilah, yakni: 1) perkawinan fasid yaitu perkawinan yang tidak



memenuhi salah satu syarat perkawinan, dan 2) perkawinan batil yaitu perkawinan yang tidak
memenuhi salah satu rukun perkawinan.®

Menurut Az-Zuhaili, pada umumnya dalam usil figh, pandangan yang memisahkan
terminologi fasid dan batil ini merujuk pada kalangan Hanafiyah, dan keduanya memiliki
konsekuensi hukum yang berbeda. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut Hanafiyah,
pernikahan batil terjadi ketika cacat ada pada pokok akad, misalnya pada syighat, ijab kabul,
pihak yang melakukan akad, atau objek akad, sehingga seluruh akibat hukum syar’i hilang.
Sebaliknya, pernikahan fasid cacatnya hanya pada salah satu syarat di luar substansi dan
rukun, sehingga sebagian akibat hukum tetap berlaku. Contohnya, menikahi mahram
hukumnya batil, sedangkan menikah tanpa saksi hukumnya fasid.** Pandangan ini berbeda
dengan pendapat ulama lain yang tidak membedakan kategori cacat hukum pada keduanya,
seperti Al-Mawardi dan Ibnu Hazm, cacat hukum manapun tetap dikategorikan sebagai
pernikahan fasid.

Terkait dengan status anak yang lahi dari pernikahan cacat hukum, Ibnu Taimiyah®
mengemukakan bahwa beliau ditanya satu persoalan hukum bahwa ada seseorang yang
menalak tiga istrinya, namun seorang mufti memfatwakan bahwa talaknya tidak jatuh, sang
suami pun mengikut (taklid) fatwa mufti tersebut, dan tetap menyetubuhi istrinya, hingga lahir
seorang anak, apakah anak tersebut anak zina?

Terhadap persoalan tersebut, Ibnu Taimiyyah menjawab secara panjang lebar hingga
terkait dengan persoalan dalam kajian ini. Menurut beliau, orang yang berpendapat bahwa
anak tersebut sebagai anak zina adalah orang yang benar-benar bodoh, sesat dan menentang
Allah dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Menurut beliau, kaum muslimin telah sepakat
bahwa setiap pernikahan yang diyakini oleh suami sebagai pernikahan yang sah, apabila dia
melakukan hubungan seksual dengan istrinya, kemudian melahirkan seorang anak, maka anak

tersebut dihubungkan dengannya dan keduanya saling mewarisi, berdasarkan kesepakatan

63 Harahap, Mhd Yadi. "Dispute Resolution of Marriage Cancellation through Religious Court Decisions in Indonesia."
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 5.2 (2022): 111-129.

% Wahbah Az-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islami (Beirt: Dar al-Fikr, 1998), him. 105.

%5 Tagt al-Din Abii al-‘Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Salam ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad Ibn Taymiyyah, atau lebih dikenal
dengan nama Ibn Taymiyyah yang lahir pada tahun 1263, Harran, Mesopotamia dan meninggal pada 26 September 1328, Damaskus,
Suriah, adalah salah satu teolog Islam yang paling berpengaruh. Sebagai seorang pemuka mazhab Hanbali yang didirikan oleh
Ahmad ibn Hanbal, ia berusaha mengembalikan agama Islam kepada sumber-sumbernya: Al-Qur'an dan Sunnah. Ibn Taymiyya
dilatih di mazhab Hanbali dengan mempelajari Musnad Ahmad secara rinci, setelah mempelajarinya beberapa kali. Muhammad
Rashid Rida, salah satu pendukung modern utama karya-karya Ibn Taymiyya, menyebutnya sebagai mujaddid abad ke-7 Hijriyah.
Ibn Taymiyya meninggalkan sejumlah besar karya, berkisar antara 350 (menurut muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyya) hingga 500
(menurut muridnya al-Dhahabi). Oliver Leaman mengatakan bahwa Ibn Taymiyya menghasilkan sekitar 700 karya dalam bidang
ilmu-ilmu Islam.



kaum muslimin. Bahkan meskipun perkawinan itu kemudian ternyata adalah perkawinan yang
batal, sama ada yang melakukan pernikahan orang orang kafir atau muslim.%°
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Beliau mengemukakan contoh lainnya, bahwa apabila seorang Yahudi menikahi anak
perempuan saudaranya, anak tersebut darinya, terhubung nasabnya kepadanya dan dia
mewarisinya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun kaum muslimin sepakat
bahwa perkawinan tersebut adalah batal, dan orang yang menghalalkannya dihukumi kafir dan
wajib dimintai bertaubat. Demikian pula misalnya, jika seorang muslim yang jahil menikahi
seorang perempuan di masa idahnya, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang Arab
Baduwi yang bodoh, lalu diapun menyetubuhi perempuan tersebut karena meyakininya
sebagai istrinya, kemudian lahirlah anak darinya, maka nasabnya terhubung dengan lelaki
tersebut dan dia mewarisinya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Menurut beliau,
penetapan nasab tidak membutuhkan keabsahan perkawinan senyatanya.®’
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Ibnu Taymiyyah menekankan bahwa barang siapa menikahi perempuan di mana
pernikahan itu adalah pernikahan yang cacat, baik kecacatannya tersebut disepakati oleh ulama
ataupun mastih diperselisthkan mereka, atau dia memiliki perempuan tersebut dengan
kepemilikan, baik kepemilikan tersebut disepakati cacat ataupun masih diperselisihkan, atau
dia meyetubuhi perempuan tersebut karena meyakininya sebagai istrinya yang merdeka, atau
budaknya yang dimilikinya, maka anak yang lahir dari perempuan tersebut dihubungkan
nasabnya kepada lelaki tersebut dan keduanya saling mewarisinya, berdasarkan kesepakatan
kaum muslimin.®®
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Pendapat Ibnu Taymiyyah dalam persoalan ini cukup tegas, bahkan menurut beliau

pendapat yang mengatakan anak yang dilahirkan dalam kondisi-kondisi tersebut sebagai anak

% Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Shaikh al Islam Ahmad Ibn Taimiyah, jilid 3 (Riyadh: Kementerian Urusan Islam,
Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, 2004), him. 354.

%7 Ibid.

%8 Ibid.



zina adalah pendapat yang menyalahi kesepakatan kaum muslimin, bertentangan dengan
Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Mufti atau hakim yang melakukakannya telah melakukan
sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh kesepakatan kaum muslimin. Hukum yang diterapkan
tersebut batal, dan tidak boleh seorangpun berfatwa dan berhukum dengan hukum tersebut.®
Berbeda dengan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qudamah yang sedari awal membedakan nikah
fasid dan nikah batil, pandangannya terkait dengan status anak yang dilahirkan dalam kondisi
perkawinan fasid bahwa anak yang dilahirkan dihubungkan nasabnya kepada ayahnya,
sedangkan anak yang dilahirkan pada perkawinan batil tidak dinasabkan kepada ayahnya, jika
keduanya mengetahui kondisi tersebut dan mengetahui tindakan tersebut dilarang atau haram,
sehingga keduanya pun dapat disebut sebagai pelaku zina dan dapat dikenakan hudud.”
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Sementara Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla berpendapat bahwa anak yang
dilahirkan pada pernikahan yang sah dan pernikahan dengan akad yang fasid atau cacat karena
suatu ketidaktahuan dihubungkan (garis keturunan/nasabnya kepada ayah biologisnya) dan

tidak dihubungkan dengan yang mengetahui kecacatan akad tersebut.”!
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Pandangan yang lebih luas diuraikan oleh Wahbah AzZuhaili’? dalam bukunya Al-Figh
Al-Islamy wa Adillatuh. Menurut beliau, nasab anak terhadap ayah kandungnya dapat
ditetapkan melalui tiga sebab, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan hubungan
seksual atau persetubuhan secara syubhah.”> Az-Zuhaili berpendapat bawha penetapan status
nasab anak dalam pernikahan yang fasid sama seperti pernikahan yang sah karena penetapan

nasab anak dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.’”
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70 Ibnu Qudamah, Al-Mughniy

! Ibn Hazm Al-Andalusi, Al-Muhalla bi al-Atsar, jilid 10 (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1988), him. 142

72 Wahbah Mustafa al-Zuhayli (1932 — 8 Agustus 2015) lahir di Dair Atiah, Suriah, adalah seorang cendekiawan Islam yang
mengkhususkan diri dalam hukum Islam dan filsafat hukum. Beliau telah menulis puluhan buku tentang hukum Islam dan sekuler.
Az-Zuhayli belajar syariah di Universitas Damaskus selama enam tahun, lulus pada tahun 1952 dengan predikat terbaik di kelasnya.
Zuhayli melanjutkan pendidikan Islamnya di Universitas AlAzhar, di mana ia kembali lulus dengan predikat terbaik di kelasnya
pada tahun 1956. Saat belajar di Al-Azhar, Zuhayli belajar hukum di Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir, di mana ia meraih gelar
sarjana magna cum laude pada tahun 1957. Pada tahun 1959, ia meraih gelar magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas
Kairo. Pada tahun 1963, ia meraih gelar doktor dengan penghargaan dalam bidang hukum dengan jurusan syari‘ah Islam. Sejak
tahun 1963, Zuhayli mengajar di Universitas Damaskus di mana ia menjadi profesor sejak tahun 1975. Ia memberikan kuliah di
Fakultas Syari‘ah dan Fakultas Hukum dan ia mengkhususkan diri dalam hukum Islam, filsafat hukum Islam, dan sistem hukum
komparatif.

73 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adilllatuhu (Beirut: Dar alFikr al-Muashir, 1998), hlm. 686.
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Dalam penetapan nasab anak melalui perkawinan yang fasid ini, Az-Zuhaili menetapkan

tiga syarat:

1) Suami merupakan orang yang mampu menghamili; di mana dia telah balig menurut
kalangan Malikiyah dan Syafiiyah, atau dia telah balig ataupun murahiq (mendekati usia
balig) menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah.

2) Benar-benar terjadi persetubuhan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan tersebut
menurut kalangan Malakiyah; artinya jika tidak terjadi persetubuhan atau khalwat setelah
berlangsungnya perkawinan yang fasid maka nasab anak tidak dapat ditetapkan kepada
ayahnya. Berbeda dengan kalangan Hanafiyah yang menilai khalwat tidaklah cukup,
tetapi harus benar terjadi persetubuhan.

3) Perempuan tersebut melahirkan anak setelah berlalu enam bulan atau lebih dari tanggal
persetubuhan atau terjadinya khalwat tersebut menurut kalangan Malikiyah, atau sejak
terjadinya persetubuhan menurut kalangan Hanafiyah.”

Adapun dalam hubungan seksual secara syubhah, yaitu hubungan sanggama selain zina,
namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Contohnya seperti
seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih
dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian disetubuhi. Atau
seorang suammenggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu
dikira istrinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli istri yang sudah dicerai tiga dalam masa
idah karena mengira hal itu boleh dilakukan.”®

Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari
waktu sanggama, nasab anak tersebut diikutkan pada orang yang menggaulinya, karena jelas
kehamilannya disebabkan olehnya. Akan tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat enam
bulan dari waktu sanggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang
menggaulinya, karena jelas wanita tersebut hamil sebelum melakukan sanggama
bersamanya. Kecuali, jika memang pihak lelaki mengaku bahwa anak tersebut adalah
anaknya sendiri, karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelumnya secara

syubhah. Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks wathi'

75 |bid.
76 Tbid.



syubhah, nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab

pada cerai dari nikah fasid. 7’

Selanjutnya dalam pandangan beliau, garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga

cara, yaitu dengan pernikahan sah ataupun fasid (rusak), pengakuan garis nasab atau

keturunan, dan pembuktian.”®

1) Pernikahan yang sah ataupun fasid: Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid

2)

termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab

ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau ikah urfi, yaitu akad nikah yang

dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak: Pengakuan nasab ada dua macam, yaitu iqrar

nasab untuk dirinya sendiri dan igrar nasab yang dibebankan pada orang lain. Igrar

nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap

ayahnya. Pengakuan ini tetap sah meskipun dari seorang lelaki yang berada di ambang

kematian, namun dengan empat syarat yang telah disepakati oleh para ulama mazhab,

sebagai beriku

a)

b)

t:7

Orang yang diakui nasabnya tidak jelas atau tidak tahu nasabnya. Orang yang
tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia
punya ayah di tempat kelahirannya. Akan tetapi, para ulama mengecualikan anak
yang terlahir dalam sumpah li'an. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau
ditkutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah li'an, karena bisa jadi ia
menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah dengan mengaku bahwa
anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri.

Kenyataan membenarkan pengakuannya; orang yang diaku sebagai garis
nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang yang diaku sebagai anak itu usianya
masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak
yang diaku itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya,
keduanya seumuran, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi anak
maka pengakuan itu tidak sah. Alasannya, karena pengakuan itu tidak masuk akal

atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu. Jika terjadi perebutan nasab di

" bid.
78 Ibid.
7 Tbid.



antara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua iqrar yang
saling bertentangan.

¢) Adanya pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah bisa dipercaya.
Artinya, sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah
mumayyiz menurut Hanafiyyah. Alasannya, karena iqrar atau pengakuan itu
adalah hujjah untuk orang yang berigrar dan tidak bisa melampaui orang lain
kecuali dengan adanya bukti atau kesaksian dari orang lain. Jika orang yang
mengaku itu masih kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk
memercayai keduanya. Karena, iqrar dan pengakuan keduanya tidak diterima.
Ulama Malikiyyah berkata, pembenaran orang yang mengaku bukanlah syarat
untuk menentukan garis nasab karena nasab itu hak anak terhadap ayahnya. Jadi,
cukup hanya iqrar atau pengakuan tanpa harus ada bukti pembenaran darinya jika
memang tidak ada bukti yang menunjukkan kebohongannya.

d) Tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diaku
maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah hujjah bagi dirinya sendiri,
tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang lain hanyalah sebagai
kesaksian, dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui
oleh para lelaki maka tidak dapat diterima, dan pengakuan sendirt bukanlah
sebuah hujjah. Oleh karena itu, jika yang mengaku pemilik anak tersebut adalah
seorang istri atau orang yang sedang dalam masa idah, maka di samping syarat di
atas ia harus membawa suaminya untuk memperkuat pengakuannya, atau
mendapat kejelasan tentang kelahiran anak tersebut dari suaminya karena di situ
membawa nasab pada orang lain, maka pengakuannya tidak diterima kecuali
adanya pembuktian atau penjelasan dari suami. Iqrar seseorang dianggap batal
jika 1a mengaku bahwa anak yang diakunya diperoleh dari hasil perzinaan karena
zina tidak layak menjadi sebab untuk menentukan garis keturunan. Keturunan
nasab itu sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan melakukan hal yang
terlarang.

3) Bayyinah atau Pembuktian: Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi
orang yang mengaku atau berikrar, namun juga bagi orang lain. Adapun pengakuan,
sebagaimana telah kita ketahui, hanyalah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain.

Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan



karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan

dan memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab dengan iqrar bisa jadi kurang kuat

karena masih bisa dibatalkan dengan adanya pembuktian yang bertentangan dengan

igrar tersebut.®

Untuk memperjelas kedudukan anak dalam pernikahan cacat hukum, pandangan
Muhammad Abu Zahrah®' menegaskan terdapat tiga kaidah utama yang perlu diperhatikan: 1)
Bahwa masa minimun kehamilan adalah enam bulan, dan masa maksimal kehamilan adalah
sembilan bulan, dan dapat digenapkan untuk kecermatan sampai satu tahun. 2) Sebab
penasaban anak dalam pernikahan yang cacat adalah terjadinya hubungan seksual secara
nyata, tetapi dalam pernikahan yang sah cukup dengan kemungkinan terjadinya hubungan
seksual (imkan al-wath’). 3) Hubungan zina tidak memunculkan hukum nasab. Penetapan
nasab adalah nikmat, perbuatan kriminal tidak pantas mendapatkan nikmat, bahkan seharusnya
pelakunya diberikan hukuman. Namun, zina yang dimaksud adalah perbuatan zina yang tidak
ada syubhah di dalamnya yang dapat menggugurkan hudud ataupun yang menghapuskan sifat
kriminalnya. Ketiga kaidah ini, menurut Abu Zahrah, berlaku pada ragam hukum penasaban
anak, apakah ketika berlangsungnya perkawinan ataupun dalam masa idah, apakah disebabkan

hubungan seksual secara syubhah dalam akad yang cacat ataupun selainnya.®?

% Tbid

8 Muhammad Ahmad Musthafa Abu Zahrah lahir di Mesir pada Maret 1898 dari keluarga yang religius. Kakeknya,
Musthafa Abu Zahrah, adalah ulama terkenal. Ia adalah seorang intelektual publik Mesir dan seorang ahli hukum Hanafi yang
berpengaruh. Ia memegang sejumlah posisi penting; di antaranya sebagai dosen hukum Islam di Universitas Al-Azhar dan profesor
hukum Islam di Universitas Kairo. Abu Zahrah pernah mengikuti ujian masuk lembaga peradilan di Gharbia pada tahun 1916,
namun ia memilih untuk meniti karier di bidang akademik. Abu Zahrah mengajar di berbagai perguruan tinggi dan berguru kepada
ulama-ulama terkenal, seperti *Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Ali al-Khafif, dan "Abdul Aziz al-Kuli. Abu Zahrah adalah penulis
produktif dengan lebih dari 50 kitab dan banyak risalah serta makalah. Karyanya mencakup berbagai bidang, terutama fikih, sejarah
mazhab, dan perbandingan agama. Di antara karya beliau adalah kitab Zahrah al-Tafasir, Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd, al-
Ahwal al-Shakhsiyyah, dan Tarikh alMazahib al-Fighiyyah.81 Beliau juga merupakan anggota Akademi Riset Islam (Majma al-
Buhuth Al-Islamtyyah) Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Ini merupakan posisi terkakhir sampai Abu Zahrah mengembuskan napas
terakhir pada Jumat, 12 April 1974, di rumahnya di Zaitun pada usia 76 tahun.

82 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Shakhsiyyah (Kairo: Darul Fikri al-Araby, 1957), him. 386-398.



BAB 11
Ketidaktahuan, Cacat Hukum Tersembunyi, dan
Rasionalitas Pertanggungjawaban Hukum

Bab ini memperdalam dimensi tanggung jawab hukum dengan menempatkan
ketidaktahuan dan cacat hukum tersembunyi sebagai variabel kunci. Dalam kerangka
maslahah dan teori pertanggungjawaban, hukum yang rasional tidak membebankan akibat
kepada subjek tanpa kesalahan. Dengan demikian, pembebanan konsekuensi keperdataan
kepada anak karena cacat perkawinan orang tuanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip
dasar keadilan hukum dan maslahah. Bab ini menjadi jembatan konseptual antara rasionalitas

fikih dan kritik terhadap konstruksi hukum positif.

A. Kerangka Rasionalitas Maslahah dan Pembatasan Tanggung Jawab Hukum

Maslahah mursalah merupakan salah satu konsep sentral dalam teori penetapan hukum
Islam yang berfungsi untuk menjembatani antara tujuan umum syariat dan persoalanpersoalan
hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam AlQur’an dan Sunnah. Dalam kerangka ushul
fikih, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat atau mencegah
kemudaratan bagi manusia. Namun, tidak setiap manfaat dapat dijadikan dasar hukum. Para
ulama, antara lain Al-Gazali membedakan antara maslahah mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan
yang secara eksplisit atau implisit diakui oleh nash; maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan
yang ditolak karena bertentangan dengan nash; dan maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan
yang tidak disebutkan secara tegas oleh nash dan tidak pula ditolak olehnya.®?

Imam al-Haramayn dan Ibn al-Sam‘ani menyebutnya dengan istilah al-istidlal,
sementara al-Khuwarizmi dalam al-Kafi menamakannya al-istislah. Menurutnya, yang
dimaksud dengan maslahah adalah upaya menjaga tujuan syariat dengan cara menolak
kerusakan yang menimpa manusia. Imam al-Haramayn dan al-Ghazali menjelaskan bahwa
maslahah adalah keberadaan suatu makna yang secara rasional sesuai dengan suatu hukum,
namun tidak ditemukan landasan nash atau ijmak yang disepakati, meskipun penalaran hukum
(ta‘lill) masih mungkin dilakukan. Ibn Burhan dalam al-Awsat mendefinisikannya sebagai

maslahah yang tidak bersandar pada prinsip umum maupun prinsip parsial tertentu.®*

8 Abu Hamid Al-Gazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul (Beirut: dar alKutub al-‘Ilmiyyah, 1983).
8 Abu Abdullah Badr Al-Din Ibnu Bahadur Az-Zarkasyi, Al-Bahr AIMuhit (Dar Al-Kutubi, 1994).



Maslahah mursalah bukan dalil yang berdiri bebas, melainkan mekanisme rasional-
normatif yang bekerja di bawah kerangka maqasid as-syari‘ah. Ia digunakan untuk menilai
apakah suatu pengaturan hukum benar-benar mengantarkan pada keadilan dan kemanfaatan
yang dikehendaki syariat, atau justru melahirkan mafsadah baru. Karena itu, maslahah
mursalah menuntut kehati-hatian metodologis, terutama agar tidak digunakan untuk
membenarkan kebijakan hukum yang secara formal tampak bermanfaat tetapi secara substantif
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Al-Gazali, misalnya berpendapat bahwa
maslahah mursalah dalam tingkat hajiyyat dan tahsiniyyat tidak boleh dijadikan dasar hukum
semata tanpa dukungan prinsip lain, kecuali jika mendekati kondisi darurat. Adapun maslahah
pada tingkat darurat, ijtihad dapat mengantarkan kepadanya meskipun tidak ada nash khusus.®

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, maslahah mursalah memiliki fungsi
pembatas yang penting. Syariat Islam secara konsisten menegaskan prinsip personalitas
tanggung jawab, yaitu bahwa akibat hukum dari suatu perbuatan hanya dapat dibebankan
kepada subjek yang melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran dan pilihan. Prinsip ini
tercermin dalam kaidah-kaidah umum syariat serta ditegaskan dalam berbagai nash yang
menyatakan bahwa seseorang tidak memikul dosa atau kesalahan orang lain.*® Dengan
demikian, setiap konstruksi hukum yang memindahkan beban akibat hukum kepada pihak

yang tidak melakukan kesalahan memerlukan pengujian ketat dari perspektif maslahah.

8 Ibid.
8 Firman Allah dalam Surat Fathir ayat 18.



BAB III
Pasal 42 UU Perkawinan dan Ilusi

Kepastian Hukum Formal

Bab ini menguliti Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan sebagai norma kunci yang
membentuk ilusi kepastian hukum. Alih-alih memberikan kejelasan, norma ini justru
memproduksi ambiguitas, kontestasi makna, dan ketidakpastian dalam praktik. Dengan
membandingkan pengaturan di berbagai negara, bab ini menegaskan bahwa problem Pasal 42
bukan keniscayaan hukum modern, melainkan akibat dari pilihan paradigma yang terlalu
menuhankan legalitas formal perkawinan.

A. Konstruksi Keabsahan Anak dalam UU Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan telah mengukuhkan terminologi sah/tidaknya anak pada
Pasal 44 ayat 2,99 sehingga dapat dikatakan istilah anak yang sah dan sebaliknya anak yang
tidak sah telah diakomodir undang-undang ini. Ketentuan hukum keabsahan anak dalam
Undang-Undang Perkawinan dapat dicermati pada beberapa pasal yang diletakkan secara
terpisah, mulai dari Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, sampai dengan Pasal 55. Kajian terhadap
seluruh pasal-pasal ini penting dilakukan untuk menemukan pamahaman yang utuh terhadap
hukum keabsahan anak dalam undang-undang ini. Pasal 42 dengan jelas menekankan, “Anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pada
akhirnya, dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, norma Pasal 42 inilah yang banyak
digunakan dalam menentukan status anak.Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ini diletakkan
pada bab kedudukan anak, sehingga wajar norma ini yang sering dijadikan dasar dalam
pertimbangan putusan. Terdapat juga pandangan bahwa dalam terjadinya inkonsistensi secara
horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor
ketentuan, maka norma yang lebih belakangan akan mengenyampingkan peraturan yang
sebelumnya.®” Norma ini juga yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan status anak
dari perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang ini. Meskipun norma dalam pasal ini
tidak menyinggung soal perkawinan yang batal, tetapi isinya diinterpretasikan secara a

contratrio bahwa anak yang dilahirkan yang tidak memenuhi ketentuan dalam norma tersebut

87 Maria F. Indrati Soeprapto pernah membahas pertentangan antara Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Menurutnya,
kalau terjadi kontradiksi demikian, ayat yang di belakang akan mengeyampingkan ayat yang sebelumnya. Mawar, Sitti. "Metode
Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." Jurnal Justisia: Jurnal llmu Hukum,
Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 1.1 (2020): 22-38.



maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah dan nasabnya tidak dapat
dihubungkan dengan ayahnya. Anak yang sah hanya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah, selain itu disebut sebagai anak yang tidak sah, dengan berbagai
istilah, seperti anak luar kawin, anak di luar nikah, atau anak zina dan anak biologis.
Keberadaan Pasal 42 undang-undang ini telah mengesampingkan maksud Pasal 28;
apakah tidak seharusnya mempertimbangkan Pasal 28 dalam konteks perkawinan yang
dibatalkan daripada menginterpretasikan secara berbalik Pasal 42 untuk diterapkan pada
konteks perkawinan yang batal? Hemat penulis, prinsip hukum dalam Pasal 28 seharusnya
tidak dihilangkan begitu saja dan dapat diterapkan dalam konteks penetapan asal-usul anak.
Apalagi tanggung jawab atas suatu perbuatan seharusnya dibebankan kepada pihak yang
melakukan kesalahan atau liability by fault, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak
melakukan kesalahan tersebut. Tetapi pada kenyataannya pasal tersebut diabaikan begitu saja
dengan keberadaan Pasal 42.*® sehingga seorang anak ikut menanggung kesalahan yang

dilakukan oleh orang tua mereka.

88 Pada umumnya, Pasal 28 digunakan dalam kasus pembatalan perkawinan, sedangkan Pasal 42 digunakan dalam kasus
pengesahan dan permohonan asal-usul anak. Pembatalan perkawinan umumnya dipahami bahwa perkawinan itu dahulu telah
dilaksanakan secara sah, tetapi kemudian terbukti sesuatu hal di kemudian hari yang dinilai menyebabkan perkawinan tersebut batal.
Dengan demikian, pembatalan perkawinan ini dibedakan dengan perkawinan yang batal. Hemat penulis, prinsip dasar yang
mendasari Pasal 28 seharusnya digunakan juga dalam kasus pernikahan yang tidak disahkan. Dalam kasus pernikahan yang tidak
disahkan ini pada dasarnya sama dengan kasus pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan telah terlaksana, namun dalam kasus
pembatalan perkawinan, perkawinannya tercatat, sedangkan pada kasus perkawinan yang tidak disahkan, perkawinannya belum
tercatat. Dalam perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama, kasus kedua ini banyak ditemukan, dan bannyak hakim yang
menerapkan Pasal 42 dan Pasal 43 untuk memutuskan status anak yang lahir darinya.



BAB IV
Krisis Penalaran Yudisial, Krisis

Rasionalitas Hukum

Bab ini menunjukkan bagaimana praktik di Pengadilan Agama terhadap kasus-kasus
asal-usul anak hasil perkawinan cacat hukum, selanjutnya menguraikan kegagalan normatif
Pasal 42 berlanjut menjadi krisis penalaran yudisial. Fragmentasi sumber hukum, disparitas
putusan, distorsi konsep anak zina, dan praktik judicial overreach dalam penetapan status
“anak biologis” memperlihatkan peradilan yang bekerja tanpa kerangka rasional yang
konsisten. Hakim tidak lagi sekadar menerapkan hukum, tetapi terjebak dalam improvisasi
normatif yang justru memperdalam ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak.

Kasus-Kasus Perkawinan Cacat Hukum dalam Perkara Asal-Usul Anak Putusan-
putusan Pengadilan Agama merupakan produk hukum konkrit dari penerapan norma hukum
keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan. Para hakim melakukan konstruksi
hukum untuk menerapkan norma-norma peraturan perundang-undangan sedemikian rupa
terhadap kasus-kasus permohonan ataupun gugatan asal-usul anak di Pengadilan Agama.
Berikut ini penulis paparkan contoh-contoh putusan Pengadilan Agama yang dikategorikan

berdasarkan isu hukumnya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Putusan Pengadilan Agama Perkara Asal Usul Anak

No | Putusan Amar Putusan Pertimbangan Hukum

1 | 581/Pdt.P/2023/PA.Wtp Anak biologis Pernikahan tidak tercatat

2 | 60/Pdt.P/2023/PA.MTK Anak biologis Pernikahan tidak tercatat

3 | 547/Pdt.P/2023/PA.Tgrs N.O. Pernikahan tidak tercatat
4 | 243/Pdt.P/2023/PA.Smn N.O. Wali nikah tidak jelas; obscuur libel
5 | 122/Pdt.P/2023/PA.Btm N.O. Wali dan saksi nikah tidak sah

6 | 62/Pdt.P/2023/PA.Slk Anak biologis Wali nikah tuan kadi tidak berhak




7 | 182/Pdt.P/2022/PA.TDN | Anak biologis Wali nikah tidak berhak

8 | 436/Pdt.P/2023/PA.Bm Anak biologis Saksi nikah dua orang perempuan

9 |218/Pdt.P/2022/PA.Kds Anak sah Laki-laki terikat perkawinan lain

10 | 299/Pdt.P/2023/PA.Mdn Anak biologis Lelaki poligami siri dalam proses
cerai

11 | 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby | N.O Lelaki poligami siri; Istri poliandri

12 | 83/Pdt.P/2023/PA Kis Anak sah Lelaki poligami sir1

13 | 105/Pdt.P/2023/PA.Kis Anak sah Istri belum resmi bercerai

14 | 105/Pdt.P/2023/PA Kis Anak sah Istri terikat perkawinan




BAB V
Dari Marriage-Determinative Ke Child
Protective Corrective Model: Model

Sebagai Koreksi Atas Rasionalitas Formal

Bab ini menandai pergeseran paradigma. Konstruksi marriage-determinative dibaca
sebagai akar masalah, karena menjadikan keabsahan perkawinan sebagai penentu tunggal
status anak. Sebagai koreksi, bab ini menawarkan landasan teoretis dan prinsip-prinsip
rekonstruktif menuju child-protective corrective model, yaitu model yang menempatkan anak
sebagai subjek utama perlindungan hukum dan memisahkan secara tegas antara cacat
perkawinan dan status keabsahan anak.

Landasan Teoretis Rekonstruksi Rekonstruksi hukum keabsahan anak dalam kajian ini
tidak dimaksudkan sebagai respons emosional terhadap praktik peradilan, melainkan sebagai
koreksi normatif yang dibangun secara sistematis. Rekonstruksi ini bertolak dari gagasan
bahwa hukum tidak boleh berhenti pada validitas formal, tetapi harus diuji berdasarkan
kemampuannya melindungi kepentingan dasar subjek hukum, terutama anak sebagai pihak
yang paling rentan dan tidak memiliki kendali atas peristiwa hukum yang melahirkannya.
Dalam perspektif hukum Islam, orientasi normatif tersebut berakar pada maqasid as-syari‘ah.
Hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan formal, melainkan sebagai
instrumen untuk menjaga kemaslahatan manusia, martabat subjek hukum, dan mencegah
kerusakan yang lebih besar. Perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan keberlangsungan
hak hidup anak merupakan tujuan syariat yang tidak dapat dikorbankan demi keteraturan
administratif. Oleh karena itu, setiap konstruksi hukum keabsahan anak harus diukur
berdasarkan kemampuannya menjaga tujuan tersebut, bukan sekadar kesesuaiannya dengan
prosedur formal.

Asy-Syatibl menegaskan bahwa syariat Islam tidak diturunkan tanpa tujuan. Seluruh
ketentuan syariat bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik dalam dimensi
duniawi maupun ukhrawi.188 Pandangan ini merupakan hasil kajian induktif terhadap nash-
nash Al-Qur’an dan Sunnah, meskipun tidak seluruh hukum syariat menyebutkan tujuan

(magqgsad) secara eksplisit. Dalam khazanah usul fikih, memang terdapat perdebatan mengenai



apakah hukum syariat didasarkan pada tujuan dan ‘illat rasional. Sebagian mutakallimin,
seperti Fakhruddin ar-Razi, berpandangan bahwa hukum-hukum Allah tidak bergantung pada
tujuan rasional tertentu, sementara aliran Mu‘tazilah menegaskan bahwa hukum-hukum Allah
ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Asy-Syatibi menilai bahwa pandangan
yang paling kuat adalah pandangan yang mengakui adanya tujuan dalam setiap penetapan
hukum syariat, dan pandangan ini kemudian diterima secara luas oleh mayoritas ulama fikih
muta’akhkhirin.

Ibn ‘Asyir memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa hukum-hukum syariat
Islam digantungkan pada hikmah individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, maqasid
asysyari‘ah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teoritis, tetapi juga sebagai tolok ukur
evaluatif dalam menilai dan menimbang suatu produk hukum. Ibn ‘ Asyiir bahkan menegaskan
bahwa seorang faqih tidak dapat menjalankan fungsi ijtithad secara utuh tanpa memahami
maqasid asy-syari‘ah, baik dalam menerima atsar, mempertimbangkan pendapat para sahabat
dan fugaha’, maupun dalam mengoperasionalkan dalil-dalil syari.* Pandangan serupa juga
ditegaskan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf, yang menempatkan maqasid sebagai instrumen
penting untuk memahami Al-Qur’an dan Sunnah serta menyelesaikan pertentangan-
pertentangan hukum yang muncul dalam praktik.

Asy-Syatib1 menjelaskan bahwa pembebanan hukum (taklif) bertujuan untuk menjaga
maqasid syariat pada manusia, yang mencakup tujuan-tujuan dartriyyat, hajiyyat, dan
tahsiniyyat. Tujuan yang bersifat dariiriyyat merupakan fondasi utama kemaslahatan agama
dan dunia, yang meliputi lima unsur pokok, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-

1‘90

mal, dan hifz an-nasl.”” Dalam konteks kajian ini, maqsad yang paling relevan adalah hifz an-

nasl, karena berkaitan langsung dengan persoalan anak dan penetapan nasab.

% Tbn’ Ashur, Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah (Amman: Dar AlNafa’is, 2001) him. 180.
% Arifuddin Muda Harahap. "Rules on Wage Standard to Improve Workers’ Living Needs in the Perspective of Maqasid Al-
Shari’ah." AHKAM: Jurnal llmu Syariah 18.2 (2018)



BAB VI
Rekonstruksi Norma Keabsahan Anak
Sebagai Pemulihan Rasionalitas Hukum

Bab ini memformulasikan rekonstruksi konkret Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan
sebagai upaya memulihkan rasionalitas hukum keluarga. Rekonstruksi ini tidak bersifat
kosmetik, tetapi menyentuh jantung paradigma dengan merumuskan norma yang adil,
proporsional, dan selaras dengan maqasid syari‘ah serta prinsip pertanggungjawaban hukum
modern. Implikasi yuridisnya diarahkan pada pemulihan fungsi hukum sebagai instrumen

perlindungan, bukan penghukuman simbolik.

A. Kritik terhadap Redaksi Pasal 42 Eksisting

Kajian-kajian atas norma hukum keabsahan anak pada Pasal 42 Undang-Undang
Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menunjukkan adanya problematika
hukum pada norma tersebut dan pada konstruksi hukum yang dibangun untuk menerapkan
norma tersebut dalam putusan Pengadilan Agama.

1. Ambiguitas Norma

Ambiguitas norma didefinisikan sebagai kemampuan suatu norma untuk ditafsirkan
dengan berbagai cara. Ambiguitas norma dalam hukum mengacu pada situasi pada suatu
aturan hukum atau norma memiliki makna yang tidak jelas atau dapat ditafsirkan secara
ganda.213 Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang digunakan tidak spesifik, ada
ketidakkonsistenan antarketentuan, atau norma tersebut tidak memberikan panduan yang
cukup dalam penerapannya. Ambiguitas semacam ini sering memunculkan ketidakpastian
hukum dan membuka peluang bagi penafsiran yang berbeda oleh hakim atau pihak terkait
lainnya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, sering kali terdapat
norma yang ambigu atau kabur, seperti "kesusilaan" atau "ketertiban umum" sering kali
menjadi subyektif dan terbuka untuk berbagai interpretasi, menyebabkan ketidakjelasan dalam
penerapannya.’!

Norma keabsahan anak dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan juga dapat
dikatakan mengandung norma ambigu yang dapat ditafsirkan secara berbeda dalam

penerapannya. Kekaburan norma itu, paling tidak berdasarkan kajian-kajian di atas, terkait

%1 Widmaier, Wesley W., and Luke Glanville. "The benefits of norm ambiguity: constructing the responsibility to protect
across Rwanda, Iraq and Libya." Contemporary Politics 21.4 (2015): 367-38



dengan frasa “perkawinan yang sah.” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memang
telah menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, keberadaan ayat (2) yang
mewajibkan pencatatan perkawinan itu telah menyebabkan makna ganda, sehingga sebagian
kalangan menganggap kedua ayat tersebut bersifat kumulatif satu sama lain, sehingga sah di
sini bermakna sah secara agama dan administrasi negara.’> Apalagi ketika norma Pasal 42 ini
dihadapkan pada norma Pasal 43 terkait anak yang dilahirkan di luar perkawinan, semakin
terbuka interpretasi yang berbedabeda, yang antara lain dimaknai sebagai pernikahan sah yang
tidak tercatat,” perkawinan yang cacat atau batal menurut hukum agama, hubungan seksual
yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan,’® atau anak yang
lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak yang lahir dari perzinahan.”® Perbedaan
penafsiran terhadap norma ini telah kami bahas di bagian-bagian terdahulu, bukti terangnya
adalah terjadinya disparitas putusan Pengadilan Agama dalam menginterpretasinya,

sebagaimana telah dikemukakan di atas.”®

92 Murtadlo, Ali. "KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE." Badamai Law Journal 3.2,2018: 204-223.
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Conference 2016. Vol. 1. No. 1. 2017. Sementara Arifuddin menegaskan juga bahwa pencatatan perkawinan menurut hukum Islam
memiliki implikasi yang signifikan, antara lain keabsahan hukum bagi ikatan suami istri. Arifuddin, Qadriani. "Registration of
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24.2 (2024): 317-328.
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EPILOG
Keabsahan Anak Sebagai Ukuran

Rasionalitas Hukum Keluarga

Epilog ini menutup buku dengan satu klaim yang sengaja dibiarkan tegas: cara hukum
memperlakukan anak adalah ukuran paling jujur dari rasionalitas hukum keluarga. Hukum
boleh tampil tertib, sistematis, dan konsisten secara normatif, tetapi seluruh klaim itu runtuh
ketika anak—sebagai subjek tanpa kesalahan—justru menjadi pihak yang paling dirugikan
oleh kegagalan orang dewasa dan kekakuan hukum negara. Pada titik ini, persoalan keabsahan
anak tidak lagi dapat dipahami sebagai masalah teknis legislasi atau perbedaan penafsiran
yudisial, melainkan sebagai gejala krisis rasionalitas hukum keluarga itu sendiri.

arga itu sendiri. Kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan norma dan pedoman hukum
tidak otomatis melahirkan keseragaman putusan. Temuan ini mengafirmasi pandangan J.M.
Smith bahwa pedoman hukum memang membatasi ruang diskresi, tetapi tidak pernah
sepenuhnya menutup perbedaan.”” Sebagaimana juga ditegaskan oleh Sporer dan Goodman-
Delahunty, disparitas putusan adalah fenomena yang hampir tak terelakkan, bahkan dalam
sistem hukum yang telah dipandu oleh norma tertulis.”®

Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa disparitas
putusan dalam perkara keabsahan anak di Pengadilan Agama tidak dapat direduksi semata-
mata pada subjektivitas hakim. Akar persoalannya bersifat struktural: pluralitas hukum yang
tidak terkelola, disharmoni antar norma, serta kegagalan negara membangun konstruksi
hukum keluarga yang koheren dan berkeadilan.

Variasi putusan—mulai dari penetapan anak sah, pengakuan sebagai anak biologis,
penolakan permohonan, hingga putusan tidak dapat diterima—menunjukkan bahwa Pasal 42
Undang-Undang Perkawinan tidak bekerja sebagai norma penuntun, melainkan sebagai norma
problematik. Pasal ini dibaca secara berbeda bukan karena hakim mengabaikannya, melainkan

karena norma itu sendiri tidak menyediakan rasionalitas yang memadai untuk menjawab

71 I M Smith, ‘Disparity in Context: Judges’ Perspectives on Disparities in a Sentencing Guideline System’, Journal of
Qualitative Criminal Justice &Criminology (scholar.archive.org, 2020)
https://www.qualitativecriminology.com/pub/v8i2p2/release/1

% S L Sporer and J Goodman-Delahunty, “Disparities in S entencing Decisions,” Social Psychology of ..., 2009,
https://books.google.com/books.



kompleksitas realitas sosial dan pluralitas sumber hukum yang hidup. Dengan kata lain,
kegagalan Pasal 42 bersifat struktural, bukan insidental.

Temuan ini sejalan dengan analisis Niblett dan Yoon bahwa perbedaan putusan sering
kali bukan akibat perbedaan tafsir atas preseden yang sama, melainkan kecenderungan hakim
untuk bergerak menuju preseden yang sama sekali berbeda.’® Dalam perkara keabsahan anak,
satu hakim memprioritaskan kepastian formal perkawinan, hakim lain menekankan
perlindungan anak, sementara sebagian lainnya memilih kategori antara seperti ‘“‘anak
biologis” yang secara normatif tidak memiliki pijakan yang jelas. Fragmentasi ini
menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia berada dalam kondisi fragmentasi
rasionalitas, di mana hakim dipaksa memilih nilai tanpa kerangka normatif yang konsisten.

Dalam situasi inilah relevansi temuan Nahda Shehada menjadi nyata. Hakim berada di
antara dua tujuan yang sering kali berhadap-hadapan: menjaga ketertiban hukum dan
melindungi pihak yang lemah.'® Penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya hakim
mengakomodasi keadilan substantif melalui fleksibilitas putusan bukanlah bentuk
inkonsistensi, melainkan respons moral terhadap kekakuan norma. Namun, tanpa rekonstruksi
norma, respons moral ini justru melahirkan ketidakpastian hukum baru. Di sinilah batas
diskresi yudisial menjadi jelas: keadilan tidak dapat terus-menerus bergantung pada
keberanian individual hakim.

Kajian ini juga menolak narasi orientalis arus utama yang memandang hukum keluarga
Islam klasik sebagai kaku dan stagnan. Sebaliknya, kajian ini menunjukkan bahwa fikih—baik
klasik maupun kontemporer—memiliki fleksibilitas konseptual yang jauh lebih besar
dibanding hukum positif modern yang terkodifikasi secara kaku. Sejalan dengan temuan
Syahan yang menolak pendapat Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht yang menilai hukum
Islam itu kaku dan stagna serta tidak bisa diaplikasikan.!'®! Ironisnya, dalam banyak putusan
kontemporer, justru hukum negara yang tampil dogmatis, sementara fikih menunjukkan
rasionalitas protektif yang lebih maju. Dalam titik ini, pandangan Nahda Shehada tentang

pentingnya agensi hakim menjadi relevan: kodifikasi tidak boleh mematikan ijtihad.

% Niblett, Anthony, and Albert H. Yoon. "Judicial disharmony: A study of dissent.”" International Review of Law and
Economics 42 (2015): 60-71

100 Shehada, Nahda. "Flexibility versus rigidity in the practice of Islamic family law." PoLAR: Political and Legal
Anthropology Review 32.1 (2009): 28-46.

100 Mhd. Syahnan, Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner (Perdana Publishing, 2019).



Rekonstruksi hukum yang ditawarkan buku ini secara sadar mengambil jarak dari
sejumlah pandangan akademik sebelumnya. Berbeda dari pendekatan yang memperluas
makna “anak di luar perkawinan” dalam Pasal 43 untuk mencakup anak dari perkawinan tidak
sah, buku ini menilai pendekatan tersebut tetap menempatkan anak dalam status inferior
dengan hak yang dibatasi. Buku ini juga menolak gagasan penasaban anak zina kepada ayah
biologisnya. Distingsinya tegas: perlindungan penuh diberikan kepada anak yang lahir dari
hubungan non-zina, sementara zina tetap diposisikan sebagai pelanggaran normatif. Distingsi
ini bukan kompromi moral, melainkan syarat rasional agar hukum tidak kehilangan struktur
tanggung jawabnya.

Novelty kajian ini terletak pada perumusan ulang Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan
dengan memutus hubungan otomatis antara cacat atau batalnya perkawinan dan delegitimasi
status anak, dalam kondisi tertentu yang dapat dibuktikan secara yuridis. Untuk pertama
kalinya, ketidaktahuan para pihak terhadap cacat hukum tersembunyi—baik administratif,
kelembagaan, maupun normatif—dijadikan dasar rekonstruktif penentuan keabsahan anak.
Dengan pendekatan ini, status perkawinan tidak lagi diperlakukan sebagai determinan tunggal,
melainkan sebagai konteks yuridis yang harus dibaca bersama niat subjek, jenis cacat hukum,
dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Rekonstruksi ini juga menegaskan distingsi normatif yang selama ini kabur antara
perkawinan batal dan perbuatan zina. Penyamaan akibat hukum keduanya dalam praktik
peradilan tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam fikih maupun dalam teori
pertanggungjawaban hukum. Dengan menempatkan anak yang lahir dari perkawinan batal—
selama tidak bersumber dari zina—sebagai anak sah sepenuhnya, buku ini menolak logika
penghukuman tidak langsung yang selama ini bekerja dalam hukum keluarga

Dari sisi teoretis, norma rekonstruktif ini berpijak pada orientasi maqasid yang rasional,
dengan menempatkan perlindungan nasab dan keadilan bagi subjek paling rentan sebagai
tujuan hukum. Pendekatan ini tidak berhenti pada maqasid as-syari‘ah sebagai tujuan objektif
norma, tetapi juga mempertimbangkan maqasid al-mukallaf, yakni niat, kesadaran, dan
kapasitas subjek hukum. Membebankan akibat hukum kepada anak—yang tidak memiliki niat,
pilihan, maupun peran kausal—merupakan distorsi rasionalitas hukum keluarga

Kemaslahatan yang dijadikan dasar rekonstruksi ini juga bukan kemaslahatan bebas
nilai. Maslahah yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat tetap dipandang sebagai

maslahah mulghah. Perlindungan anak tidak boleh dibaca sebagai pembenaran atas



pelanggaran hukum yang disengaja, melainkan sebagai mekanisme diferensiasi tanggung
jawab: kesalahan berhenti pada pelakunya, tidak diwariskan kepada anak.

Menariknya, kajian ini justru menunjukkan bahwa dalam isu keabsahan anak dan
kebapakan, KUH Perdata dalam beberapa aspek lebih selaras dengan logika fikih dibanding
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini membalik asumsi
ideologis yang selama ini menempatkan hukum kolonial sebagai antitesis hukum Islam.
Hukum, pada akhirnya, harus dinilai dari rasionalitas substansinya, bukan dari asal-usul
historisnya.

Pada titik ini, buku ini menolak dua ekstrem sekaligus: formalisme hukum yang
mengorbankan anak demi ketertiban norma, dan moral populisme yang menghapus struktur
tanggung jawab demi simpati. Posisi buku ini jelas: melindungi anak tidak berarti
meruntuhkan institusi perkawinan. Yang runtuh justru rasionalitas hukum ketika institusi
dipertahankan dengan mengorbankan subjek paling rentan.

Rekonstruksi Pasal 42 yang diajukan bukan ancaman bagi moralitas publik, melainkan
koreksi atas distribusi akibat hukum yang timpang. Hukum yang rasional tidak menghukum
pithak yang tidak bersalah. Hukum yang adil tidak memindahkan beban kegagalan normatif
dari orang dewasa kepada anak. Dengan menjadikan keabsahan anak sebagai ukuran, buku ini
menutup argumennya dengan satu kesimpulan yang tidak dapat ditawar: rasionalitas hukum
keluarga diukur bukan dari ketertiban normanya, melainkan dari keberpihakannya

kepada subjek tanpa kesalahan.



Glosarium

Anak di Luar Perkawinan Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan
yang sah antara ayah dan ibu menurut hukum
yang berlaku.

Anak Sah Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah
menurut hukum positif dan/atau hukum Islam.

Figh Pemahaman manusia terhadap hukum syariat
Islam yang dirumuskan melalui metode ijtihad

berdasarkan sumbersumber hukum Islam.

Hak Keperdataan Anak Hak-hak anak dalam bidang perdata, termasuk
hak nafkah, waris, perwalian, dan pengakuan
hukum.

Hukum Keluarga Cabang hukum yang mengatur hubungan hukum

dalam lingkup keluarga, termasuk perkawinan,
keturunan, perwalian, dan warisan.

Hukum Positif Hukum Positif Hukum yang berlaku dan
ditetapkan oleh negara melalui peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Ijtihad Proses penggalian hukum Islam melalui
penalaran metodologis terhadap sumber-sumber
syariat.

Keabsahan Anak Status hukum anak yang menentukan pengakuan
nasab, hak keperdataan, dan kedudukan hukum
dalam keluarga.

Keadilan Substantif Keadilan yang menitikberatkan pada substansi
dan dampak hukum, bukan semata-mata pada
prosedur formal.

Kfrisis Rasionalitas Kondisi ketika norma hukum tidak lagi sejalan
dengan nilai keadilan, logika sosial, atau

perkembangan masyarakat.



Legitimasi Hukum

Magqasid al-Shari‘ah

Nasab

Perlindungan Anak

Pluralisme Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi

Rasionalitas Hukum

Rekonstruksi Hukum

Relevansi Kontekstual

Ta‘lll al-Ahkam

Pengakuan terhadap keabsahan dan keberlakuan
suatu norma hukum baik secara formal maupun
substantif.

Tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.

Hubungan  keturunan  yang  mengaitkan
seseorang dengan orang tuanya menurut
ketentuan hukum dan figh.

Segala upaya hukum dan sosial untuk menjamin
hak, martabat, dan kesejahteraan anak.
Keberadaan dan interaksi berbagai sistem
hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan
hukum Islam dalam satu masyarakat.

Keputusan lembaga peradilan konstitusional
yang bersifat final dan mengikat terhadap
penafsiran undang-undang.

Landasan logis dan argumentatif dalam
pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma
hukum agar selaras dengan tujuan keadilan dan
kemaslahatan.

Upaya penataan ulang konsep dan norma hukum
untuk menyesuaikan dengan nilai keadilan,
konteks sosial, dan perkembangan pemikiran
hukum.

Kesesuaian norma hukum dengan kondisi sosial,
budaya, dan kebutuhan masyarakat pada suatu
waktu tertentu.

Pendekatan penetapan hukum Islam berdasarkan

alasan, hikmah, dan tujuan hukum.
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Buku ini membedah krisis rasionalitas hukum keluarga Indonesia:
ketika norma dipertahankan secara kaku, tetapi gagal menjelaskan
realitas dan melindungi subjek yang seharusnya dilindungi. Hukum
keluarga tampil formal, rapi di atas kertas, namun rapuh dalam
praktik. Dengan menempatkan keabsahan anak sebagai pintu
masuk analisis, buku ini memperlihatkan bagaimana hukum
keluarga kerap bekerja bukan sebagai instrumen keadilan,
melainkan sebagai mesin kategorisasi kaku yang menghasilkan
kontradiksi, ketidakpastian, dan putusan yang saling bertabrakan.

Krisis tersebut tampak jelas ketika satu norma sentral dijadikan
penentu tunggal bagi persoalan yang jauh lebih kompleks. Alih-alih
menyederhanakan, pendekatan determinatif justru mendorong
penalaran hukum yang sempit, mengabaikan konteks sosial, dan
meminggirkan subjek paling rentan dalam hukum keluarga: anak.
Praktik peradilan pun terjebak pada pembacaan normatif yang rigid,
sering kali mengulang kekeliruan konseptual yang berdampak
langsung pada keadilan substantif.

Melalui pembacaan kritis atas doktrin hukum, praktik peradilan, dan
tradisi pemikiran hukum Islam, buku ini menunjukkan bahwa krisis
rasionalitas tersebut bukan keniscayaan. Hukum keluarga memiliki
sumber-sumber normatif yang jauh Ilebih kaya, lentur, dan
berorientasi pada tanggung jawab moral daripada yang selama ini
diakui. Ketika norma dipisahkan dari tujuan etik dan sosialnya,
hukum kehilangan arah; ketika tujuan itu dipulihkan, hukum kembali
masuk akal.

Pada titik inilah buku ini menawarkan koreksi paradigmatik:
pergeseran cara berpikir dari hukum keluarga yang berorientasi
pada status dan formalitas menuju hukum keluarga yang berpusat
pada perlindungan, tanggung jawab, dan keadilan substantif.
Ditujukan bagi praktisi, mahasiswa, dan pembaca hukum yang kritis,
buku ini mengajak untuk meninjau ulang asumsi-asumsi lama dan
menghadapi satu pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya
hukum keluarga dibangun, dan sejauh mana ia masih rasional untuk
dipertahankan.

REFERENSI

ISBN 976~b34~23h~-3%2~8

9 786342 363928

ISEN Y78~L34-236-3%3~5 (EPUB

786342 363935

Jalan Kapten Muktar Basri No. 3 III ” III'”I l "| |I“ |||
Medan, Sumatera Utara 9

Website : http://umsupress.umsu.ac.id/

PRESS email: umsupress@umsu.ac.id Harga P. Jawa Rp. 103.000,-




